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Latar belakang penulisan tesis adalah banyaknya perusahaan penyedia jasa
pekerja outsourcing yang tidak berbadan hukum karena tidak memiliki akta pendiran
yang berbadan hukum pada notaris yang melaksanakan usaha dalam penyedia jasa
pekerja yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena hanya perusahaan penyedia
jasa pekerja yang berbadan hukum dan memiliki akta pendirian pada notaries serta
memiliki ijin operasional dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang yang
dapat melakukan usaha dalam penyedia jasa pekerja outsourcing.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis
mengapa perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing tidak membuatkan akta
pendirian perusahaan yang berbadan hokum pada Notaris, tanggung jawab
perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang tidak memiliki akta pendirian
sebagai badan hokum terhadap pekerja penyedia jasa, upaya mengefektifkan
pelaksanaan pembuatan akta pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja
outsourcing yang berbadan hukum pada Notaris.
Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Notaris wilayah kerja Kota Malang
Dari hasil analisis diketahui bahwa alasan-alasan perusahaan penyedia jasa
pekerja outsourcing tidak membuat akta pendirian perusahaan yang berbadan
hukum pada Notaris adalah dari segi biaya karena pembuatan akta pendirian
perusahaan pada notaries membutuhkan biaya yang cukup besar maka perusahaan
penyedia jasa lebih memilih mendirikan perusahaan sebagai CV, pekerjaan yang
dapat dilakukan outsourcing , dengan bentuk sebagai CV perusahaan dapat
melakukan pekerjaan inti sebagai obyek outsourcing, upah yang dibayarkan pada
pekerja dapat dibawah UMK (Upah Minimum Kota) .
Tanggung jawab dari perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang
tidak berbadan hukum terhadap pekerja penyedia jasa yaitu perusahaan penyedia
jasa yang tidak berbadan hukum harus mengalihkan status hubungan kerja pekerja
dengan perusahaan pemberi kerja, perusahaan penyedia jasa juga harus
membuatkan akta pendirian pada notaris sebagai badan hukum. Fakta-fakta dalam
pelaksanaan pembuatan akta pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja
outsourcing pada notaries yaitu di Kota Malang berdasarkan data dari Dinas
Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang tahun 2008 hingga 2012 terdapat sekitar
kurang lebih 58 perusahaan penyedia jasa pekerja yang diantranya 24 perusahaan
penyedia jasa pekerja yang berbadan hukum dan 33 perusahaan penyedia jasa yang
tidak berbadan hukum. Faktor penghambat pelaksanaan pembuatan akta pendirian
perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing pada notaries yaitu dari segi biaya
yang terlalu mahal untuk mendirikan perusahaan sebagai badan hukum, jenis usaha
yang dapat dilakukan outsourcing yaitu bukan merupakan pekerjaan-pekerjaan inti
sehingga perusahaan penyedia jasa merasa tidak dapat leluasa dalam melaksanakan
vi
obyek outsourcing dan memilih untuk berbentuk sebagai CV. Faktor pendukung yaitu
pada perusahaan penyedia jasa pekerja dengan mendirikan perusahaan sebagai
badan hukum dapat melakukan kontrak atau perjanjian dengan perusahaan pemberi
kerja yang resmi, pemenuhan kesejahteraan serta hak-hak pekerja dengan
perusahaan penyedia jasa yang berbadan hukum menjadi terjamin.
Upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan dari Dinas
Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang dengan pengawasan secara preventif yaitu
mengadakan penyuluhan dan pengarahan kepada pihak perusahaan, secara represif
dengan memberikan Nota Pemeriksaan I sampai III. Upaya dari notaries yaitu
dengan memberikan saran atau solusi kepada para pihak yang ingin mendirikan
perusahaan terutama perusahaan penyedia jasa mengenai pentingnya pendirian
sebagai badan hukum serta pentingnya akta otentik dalam pendirian perusahaan.
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SUMMARY
ANTAMARA VISVAKA, Notary Master Program, UB Law School, December 2012,
Effectiveness of the Implementation Deed Making Workers Outsourcing Services
Provider Company in the Notary (Notary Office of Regional Studies in Malang), Dr.
Rachmat Syafa’at SH., M.si; Ario Hardickdo SH., Not.
The background of this thesis is that many service providers outsourced
workers are not incorporated because they do not have a deed pendiran
incorporated in notary service provider carry out the business in which the workers
should not be done because only the service providers that are legal entities and
workers have the deed of establishment notaries and has operating licenses from
the Department of Labour and Social Malang to do business in the service providers
outsourced workers.
The purpose of this study was to identify and analyze why the service
providers outsourced workers do not make a deed of company legal entities in the
Notary, corporate responsibility service providers outsourced workers who do not
have the deed of establishment as a legal entity to trade services provider, an effort
to streamline manufacturing operations deed of company service providers
outsourced workers with legal status at the Notary.
This study took place at the office of notary work area Malang
From the analysis and discussion of the mind that the reasons for
outsourcing services company workers do not make a deed of company incorporated
in the Deed is in terms of manufacturing costs due to the notary deed of
incorporation require substantial costs that service providers prefer to establish the
company as a CV, outsourcing work to do, with the form of a CV company can do
the job as the core object of outsourcing, wages paid to workers under MSE
(Minimum Wage City).
Responsibility of the service providers outsourced workers are not
incorporated to workers that service providers service providers that are not legal
entities should be diverting employment status of workers with employer firms,
service providers should also be made ​​to the notary deed of establishment as a legal
entity. The facts in the execution of the deed of incorporation manufacturing
services company outsourced workers at the notary in Malang based on data from
the Department of Labour and Social Malang in 2008 and 2012 there were
approximately less than 58 employees service providers diantranya 24 service
providers bodied workers law and 33 service providers that are not legal entities.
Factors inhibiting the implementation of the deed of establishment services company
outsourced workers at the notary cost is too expensive to establish the company as
a legal entity, the type of business to do outsourcing is not a core jobs so that
service providers are not able to freely implement outsourcing object and choose to
form as CV. Factors supporting the workers on service providers by establishing the
company as a legal entity to perform a contract or agreement with an authorized
employer, the fulfillment of the welfare and the rights of workers and service
providers that are legal entities be guaranteed.
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Efforts are underway to streamline the implementation of the Department of
Labour and Social Malang, with oversight of conducting preventive counseling and
guidance to the company, the repressive by providing Memorandum examination I
to III. The efforts of the notary is to provide advice or solutions to the parties who
want to set up a company mainly service providers about the importance of the
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1.1 Latar Belakang Permasalahan
Perusahaan dalam melakukan kegiatannya memerlukan SDM (Sumber
Daya Manusia) yang cukup agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar
dan dapat terus menghasilkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Dalam
perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang demikian cepat
membawa dampak timbulnya persaingan usaha bagi suatu perusahaan yang begitu
ketat dan terjadi di semua lini. Tingginya tingkat persaingan usaha yang sangat
kompetitif menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang
memerlukan respons yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan
terhadap pelanggan. Untuk mengatasi hal ini perusahaan memerlukan adanya
pekerja yang cukup untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara maksimal dan
dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memiliki jumlah
pekerja/buruh yang cukup. Untuk itu diperlukan suatu perubahan struktural dalam
pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen, dengan
memangkas sedemikian rupa sehingga dapat menjadi lebih efektif , efisien , dan
produktif.
Perusahaan yang dalam usahanya untuk meningkatkan kinerja perusahaan
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mengambil langkah dengan melakukan outsourcing. Outsourcing1 yaitu
memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang
tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai
perusahaan penerima pekerjaan. Selain itu outsourcing menurut Candra Soewondo2
outsourcing memiliki pengertian sebagai pendelegasian operasional dan manajemen
harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (penyedia jasa)
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
tidak secara jelas menyebutkan istilah outsourcing, tetapi dalam praktek outsurcing
dikenal dalam dua bentuk yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan
pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu: “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan
pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.” Selain
itu juga terdapat di dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan yang menyatakan:
(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lain
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat
secara tertulis
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari
pemberi pekerjaan
c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.
(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk
1 Muzni Tambusai, Pelaksanaan Outsourcing Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan
Tidak Mengaburkan Hubungan Industrial, dalam Informasi hukum, Vol. 1 Tahun 2004.
2 Candra Soewondo, Outsourcing Implementasinya di Indonesia, PT. Elok media
Kompetindo, Jakarta, 2003, hlm. 02.
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badan hukum lain
(4) perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada
perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-
kurangnya sama dengan atau sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
(5) Perubahan dan atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.
(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis
antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang diperkerjakannya.
(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat
didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian
kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59.
(8) Dalam hal ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja
pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih
menjadi hubungan hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan
pemberi pekerjaan.
(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja
pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bubungan
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)
Selanjutnya terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:
(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh
digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau
kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan
proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
Perusahaan yang menyediakan pekerja/buruh kepada perusahaan pemberi
kerja disebut dengan perusahaan outsourcing. Dalam menyediakan pekerja/buruh
tersebut perusahaan outsourcing (perusahaan penyedia jasa tenaga kerja) harus
membuat perjanjian yang dilakukan secara tertulis kepada perusahaan penerima
kerja dari pekerja/buruh milik perusahaan outsourcing. Perusahaan outsorcing dalam
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melakukan usahanya haruslah berbadan hukum hal ini sesuai dengan pasal 66 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu : “
Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan
memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.” Dari
ha tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan outsourcing merupakan perusahaan
yang berbadan hukum. Perusahaan outsourcing pada umumnya berbentuk PT
(Perseroan Terbatas) maupun Koperasi sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.101/MEN/VI/2004 Tentang
Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja atau Buruh Pasal 2 ayat (2)
yaitu:
(2) Untuk mendapatkan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja
atau buruh perusahaan menyampaikan permohonan dengan
melampirkan :
a. copy pengesahan sebagai badan hukum berbentuk Perseoran
Terbatas atau Koperasi
b. copy anggaran dasar yang didalammnya memuat kegiatan usaha
penyedia jasa pekerja atau buruh
c. copy SIUP
d. copy wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku
Perusahaan penyedia jasa pekerja (outsourcing) dalam pendiriannya
sebagai Perseroan Terbatas menggunakan aturan yang digunakan dalam Undang-
Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 yang terdapat dalam pasal 1
angka (1) yaitu : “Perseroan Terbatas selanjutnya disebut perseroan, adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaannya. PT (Perseroan Terbatas) merupakan badan hukum
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karena dalam sebuah Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan meliputi:
modal dasar, modal ditempatkan serta modal disetor dan Perseroan Terbatas
memiliki organ perusahaan yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan
Dewan Komisaris
Sebagai Koperasi menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (1) yaitu: Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
berdasar atas kekeluargaan. Koperasi dapat disebut sebagai badan hukum karena
Koperasi memiliki pengelola, pengurus, serta pengawas serta memiliki modal usaha.
Perusahaan outsourcing sebagai suatu perseroan terbatas (PT) juga
didrikan dengan menggunakan akta notaris seperti pada pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 yaitu : Perseroan didirikan oleh 2
(dua) orang tau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Selain itu perusahaan penyedia jasa pekerja (outsourcing) dalam bentuk koperasi
juga diwajibkan didirikan melalui akta notaris seperti yang terdapat dalam Pasal 1
ayat (4) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M. KUKM/IX/2004 Tahun 2004 Tentang Notaris
Sebagai Pembuat Akta Koperasi yaitu :
(4) Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat Umum yang diangkat
berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara
lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar
dan akta-akta lainnya terkait dengan kegiatan koperasi.
Selain itu dalam Keputusan Menteri Nomor 98 KEP/M. KUKM/IX/2004
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Tahun 2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi pada Pasal 3 ayat (1)
menyatakan :
(1) Notaris Pembuat Akta Koperasi mempunyai tugas pokok memebuat
akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum
tertentu dalam proses Pendirian, Perubahan anggaran Dasar serta
akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk
dimohonkan pengesahannya kepada pejabat berwenang.
. Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004
pada Pasal 1 bagian 1 menyatakan bahwa Notaris adalah : Pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini. Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : “Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.
Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan-kewenangan yang
telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 pada
Pasal 15 yaitu :
(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang.
(2) Notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal
surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus
c. Membuatkopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam
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surat yang bersangkutan
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
(legalisir)
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan
akta
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
g. Membuat akta risalah lelang
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
Akta pendirian perusahaan outsourcing yang berbadan hukum haruslah
dibuat dengan akta otentik. 3Akta-akta otentik tersebut ada yang hanya menjadi
wewenang notaris selaku satu-satunya pejabat umum, dan ada pula yang diberikan
kepada pejabat lain. Namun pada dasarnya semua akta yang dibuat oleh notaris
atau biasa disebut akta-akta notariil adalah bersifat otentik sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 1868 KUH Perdata.
Berdasarkan perkembangannya masih banyak perusahaan outsourcing yang
dalam pendiriannya tanpa menggunakan akta pendirian dari seorang Notaris. Dalam
hal ini perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing tersebut banyak yang
berbentuk CV atau perseroan komanditer. CV atau perseroan komanditer merupakan
suatu perusahaan yang tidak berbentuk sebagai suatu badan hukum melainkan
hanya berbentuk badan usaha, dalam pendiriannya CV atau perseroan komanditer
dapat didirikan dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta notaris tetapi
tetap memiliki status sebagai badan usaha bukan sebagai badan hukum. CV sebagai
badan usaha memiliki anggota yakni sekutu aktif yang menjalankan perusahaan
serta sekutu pasif yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan, serta CV
3 Husni Thamrin, Pembuatan akta Pertanahan Oleh Notaris, LaksBang Pressindo,
Yogyakarta, 2010, hlm. 16
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tidak memiliki kekayaan sendiri sehingga tidak dapat disebut sebagai suatu badan
hukum.
Dengan tidak memiliki akta pendirian sebagai badan hukum yang dibuat
oleh Notaris maka perusahaan outsourcing tersebut tidak dapat dikatakan sebagai
sebuah badan hukum, perusahaan dalam bentuk CV atau perseroan komanditer
tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan Pasal 66 ayat (3) yaitu Penyedia jasa pekerja atau buruh
merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang
bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan. Perusahaan-perusahaan yang
tidak memiliki akta pendirian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perusahaan
yang layak bergerak dalam bidang outsourcing karena mereka tidak dapat disebut
sebagai badan hukum karena tidak memiliki akta pendirian. Selain Pasal 66 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Selain itu
perusahaan juga melanggar ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara
Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja atau Buruh Pasal 1 ayat (4) yaitu
perusahaan penyedia jasa adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam
kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja atau buruh untuk dipekerjakan di
perusahaan pemberi pekerjaan.
Perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing selain harus berbadan
hukum juga harus memiliki ijin operasional dari instansi yang bertanggung jawab
dalam bidang ketenagakerjaan yakni sesuai dalam KEP.101/MEN/2004 tentang Tata
Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja atau Buruh Pasal 2 ayat (1) yaitu:
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(1) Untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh
perusahaan wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten atau kota
sesuai domisili perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh.
Dengan adanya perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang
berbentuk CV atau perseroan komanditer dan tidak memiliki akta pendirian sebagai
badan hukum yang dibuat oleh Notaris maka perusahaan-perusahaan penyedia jasa
pekerja outsourcing dalam setiap kegiatannya tidak mendapatkan pengawasan
secara penuh oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial karena tidak terdaftar dalam
perusahaan yang mendapatkan ijin operasional dari Dinas Ketenagakerjaan dan
Sosia sedangkan yang terdaftar dalam ijin operasional oleh dinas Ketenagakerjaan
dan sosial hanyalah perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang memiliki
akta pendirian yang berbentuk badan hukum, hal tersebut dapat memberikan
kesempatan bagi perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang berbentuk CV
atau perseroan komanditer untuk berlaku tidak sesuai dengan aturan dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 mengenai Pengupahan serta Pasal
90 mengenai UMK (Upah Minimum Kota) yakni tidak membayarkan upah pekerja
atau buruh tidak sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kota) serta tidak
membayarkan gaji yang lain seperti pesangon, cuti, maupun upah lembur.
Perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing dalam bentuk CV atau perseroan
komanditer dengan tidak adanya akta pendirian sebagai badan hukum mereka juga
dapat bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak
melaksanakan aturan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan
yaitu dengan memperkerjakan pekerja atau buruh untuk melakukan kegiatan-
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kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Selain itu hubungan
perjanjian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang bukan merupakan
badan hukum dengan perusahaan pemberi kerja juga tidak memiliki kekuatan
hukum dalam setiap perjanjian yang dibuatnya.
Di kota Malang sendiri terdapat perusahaan-perusahaan penyedia jasa
pekerja outsourcing dalam bentuk CV atau perseroan komanditer yang melakukan
usaha dalam bidang penyedia jasa tenaga kerja outsourcing walaupun perusahaan-
perusahaan tersebut tidak memiliki akta pendirian sebagai suatu badan hukum yang
dibuat oleh Notaris. Perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing di kota Malang
dalam bentuk CV atau perseroan komanditer yang melakukan usaha pada bidang
outsourcing dalam melakukan usahanya bertindak diluar ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku karena tidak memiliki akta pendirian sebagai
suatu badan hukum sehingga mereka tidak mendapatkan pengawasan dari Dinas
Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang sehingga dapat berbuat melanggar aturan
perudangan-undangan dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki ijin
operasional dari instasi bidang ketenagakerjaan sehinnga tidak terawasi oleh Dinas
Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. berdasarkan data yang diperoleh dari
Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang pada tahun 2008 hingga 2012
diketahui terdapat 58 Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja outsourcing yang memiliki
usaha di Kota Malang. Dari data tersebut diperoleh beberapa perusahaan penyedia
jasa pekerja outsourcing yang tidak memiliki akta pendirian yaitu:
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja outsourcing yang memiliki ijin serta akta
pendirian : 24 perusahaan
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja outsourcing yang tidk memiliki ijin serta
tidak memiliki akta pendirian : 33 perusahaan4
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Dari data tersebut dapat diketahui bahwa di kota Malang masih terdapat
perusahaan penyedia jasa outsourcing berbadan usaha CV atau perseroan
komanditer melakukan usaha dalam bidang penyedia jasa pekerja outsourcing
tetapi tidak memiliki akta pendirian sebagai badan hukum dari Notaris serta tidak
memiliki ijin dari instansi di bidang ketenagakerjaan. Untuk menghindari hal tersebut
maka diharapkan perusahaan-perusahaan penyedia jasa outsourcing dalam
pendiriannya menggunakan akta pendirian yang otentik yaitu melalui Notaris dengan
begitu perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing mendapatkan ijin baik SIUP
dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu Perserioan Terbatas
maupun dari Menteri Negara koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai suatu
Koperasi yang berbentuk badan hukum serta memiliki ijin dari instansi dalam bidang
ketenagakerjaan untuk dapat melakukan usaha dalam bidang penyedia tenaga kerja
outsourcing. Selain itu dengan memiliki status sebagai badan hukum serta mendapat
ijin dari instansi dalam bidang ketenagakerjaan dapat lebih menjamin perlindungan
upah dan kesejahteraan dari para pekerja atau buruh dalam perusahaan penyedia
jasa pekerja outsourcing tersebut.
Hal-hal tersebut diatas yang mendorong penulis untuk menulis tesis yang
berjudul “ EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA OUTSOURCING PADA NOTARIS
( Studi pada Kantor Notaris Wilayah kota Malang )”
1.2 Rumusan Masalah
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1. Mengapa perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing tidak
membuat akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum pada
Notaris?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahan penyedia jasa pekerja
outsourcing yang tidak memiliki akta pendirian sebagai badan hukum
terhadap pekerja penyedia jasa pekerja?
3. Bagaimana upaya mengefektifkan pelaksanaan pembuatan akta
perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang berbadan hukum
pada Notaris?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengapa perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing tidak membuat akta pendirian
perusahaan yang berbadan hukum pada Notaris.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tanggung jawab perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing yang tidak memiliki akta pendirian
sebagai badan hukum terhadap pekerja penyedia jasa pekerja
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya mengefektifkan
pelaksanaan pembuatan akta perusahaan penyedia jasa pekerja




a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana teori-teori di bidang
ilmu Kenotariatan, khususnya mengenai pembuatan akta pendirian
perusahaan penyedia jasa outsourcing pada Notaris.
b. Sebagai proses pembelajaran dalam memecahkan persoalan-
persoalan yang secara nyata terjadi di masyarakat tertuama tentang




Sebagai referensi untuk melindungi kepentingan para pihak dalam
pembuatan akta pendirian perusahaan penyedia jasa outsourcing
dan untuk meminimalkan terjadinya permasalahan dalam pendirian
perusahaan penyedia jasa outsourcing.
b. Bagi Pengusaha
Agar pengusaha mengetahui pentingnya akta pendirian yang
berbadan hukum yang dibuat pada Notaris yang dapat
meminimalisir sengketa antara buruh atau pekerja dengan
pengusaha dalam perusahaan outsourcing yang tidak berbadan
hukum.
c. Bagi Buruh atau Pekerja
Agar buruh dapat mengetahui pentingnya pelaksanaan pembuatan
akta pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing pada
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Notaris untuk dapat menjamin hak-hak buruh atau pekerja ketika
bekerja dalam perusahaan outsourcing
1.5 Kerangka Teoritik
1.5.1 Teori Penegakan (Efektivitas) Hukum
Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan “Efektivitas adalah
keadaan berpengaruh, dapat membawa dan berhasil guna (usaha,tindakan)” 5
Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum merupakan salah satu
fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur
adalah membimbing perilaku manusia. 6
Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi penegakan hukum yaitu:
1. Faktor hukumnya sendiri
Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan
hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:
a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya udang-undang
b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan
untuk menerapkan undang-undang.
c. Ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta
penerapannya.
2. Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat,
yang hendaknya memepunyai kemampuan-kemampuan tertentu,
sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat
berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan
sasaran, disamping mamapu membawakan atau menjalankan
peranan yang dapat diterima oleh mereka.
3. Faktor Sarana
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, hlm. 219
6 Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11
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penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana
tersebut mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang
baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan
seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan
ada penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu
dipandang, dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat
mempengaruhi penegakan hukum.
5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan
konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan
apa yang dianggap buruk.
Terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:
a. Nilai Ketertiban dan nilai ketentraman
b. Nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniah
c. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan. 7




Komponen struktur yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu
mekanisme, lembaga atau pejabat yang berwenang menerbitkan suatu keputusan.
Komponen substansi yaitu hasil yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
Komponen struktur dan komponen substansi merupakan apa yang pada umumnya
disebut sistem hukum.
Komponen kultur yaitu sikap dan nilai yang menjadi pegangan publik,
yang akan menentukan apakah keputusan tersebut akan dimanfaatkan atau tidak
apabila menghadapi maasalah.
7 Ibid, Soerjono Soekanto, hlm. 17
8 Rony Hanintijo Soemitro, Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
Malang, 1984, hlm. 13
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Dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembuatan akta pendirian
perusahaan penyedia jasa outsourcing pada notaris bahwa Teori Penegakan
(Efektivitas) Hukum yang dikemukakan para ahli dapat peneliti simpulkan yaitu
untuk mengetahui atau menguji penegakan hukum terhadap pelaksanaan
pembuatan akta pendirian pada perusahaan penyedia jasa outsourcing karena
dengan adanya perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang tidak berbadan
hukum karena tidak memiliki akta pendirian serta tidak memiliki ijin operasional dari
Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang tidak sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terutama Pasal 66 ayat (3) yang
mengharuskan perusahaan outsourcing harus berbadan hukum serta memiliki ijin
operasional dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial serta daru peraturan perundang-
undangan tersebut tidak mencantumkan atau menjelaskan mengenai sanksi yang
dapat dikenakan oleh perusahaan outsourcing yang tidak memiliki akta pendirian
sebagai badan hukum.
Berdasarkan dari teori efektivitas hukum menurut Friedman dijelaskan
bahwa terdapat tiga komponen yaitu struktur, struktur dalam permasalahan ini
adalah pengawas Dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang yang
bertujuan untuk mengawasi serta memeriksa perusahaan penyedia jasa pekerja
outsourcing agar mendirikan perusahaan penyedia jasa yang berdadan hukum.
Menurut peneliti pegawai pengawas sudah melakukan bidangnya dengan tepat.
Komponen yang lain yaitu substansi, dalam substansi yang dimaksud yakni
peraturan perundang-undangan yakni Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang
Ketenagakerjaan mengenai perusahaan penyedia jasa pekerja yang berbentuk
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sebagai badan hukum. Substansi selanjutnya yaitu kultur yakni masyarakat dalam
permasalahan ini komponen kultur yakni perusahaan penyedia jasa pekerja. Dari
seluruh komponen tersebut jika dikaitkan dengan permasalahan maka komponen
kultur yang menjadi penyebab tidak efektifnya hukum terhadap Pasal 66 ayat 3
karena tidak semua perusahaan penyedia jasa berbadan hukum pada
pelaksanaannya di Kota Malang
Maka dengan adanya akta pendirian sebagai badan hukum yang
dibuat oleh notaris serta ijin operasional dari Dinas Ketenagakerjaan dapat
mengurangi implikasi atau permasalahan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia
jasa outsourcing karena dengan adanya akta pendirian dengan perusahaan juga
memiliki ijin operasional dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang
sehingga perusahaan tersebut dapat dapat didaftar sehingga mempermudah
pengawasan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial kota Malang. Hal ini tentu saja
dapat menjamin untuk pelaksanaan dari Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Teori efektivitas hukum dalam penelitian
ini dapat digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai alasan perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing tidak membuatkan akta pendirian pada notaris
serta permasalahan mengenai upaya mengefektifkan pelaksanaan pembuatan akta
pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang berbadan hukum
pada notaris.
18
5.1.2 Teori Badan Hukum
Badan hukum menurut Pasal 1653 KUH Perdata yaitu himpunan orang
sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat
umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan, atau telah didirikan
untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan
kesusilaan yang baik.
Menurut Sumitro badan hukum adalah: suatu badan yang dapat
memepunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. 9
Sumitro mengkaji pengertian badan hukum dari segi kewenangannya
yaitu: kewenangan atas harta kekayaan dan kewenagan untuk mempunyai hak dan
mempunyai kewajiban.
Menurut Utrecht, badan hukum yaitu badan yang menurut hukum
berkuasa menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan
manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah gekala yang riil,
merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud
manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya. 10
Dari Teori Badan Hukum ini dapat dikemukakan bahwa Teori Badan
hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kepribadian
hukum dari badan hukum, harta kekayaan, dan organnya.
9 H. Salim, HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.
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10 Nenny Sri Imayani, Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi,
Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, hlm. 124
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Badan hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturan yang
mengaturnya, dan sifatnya yaitu:
1. Badan hukum menurut bentuknya (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 NBW
Negeri Belanda
Badan hukum menurut bentuknya adalah pembagian badan hukum
berdasarkan pendiriannya. Ada dua macam badan hukum
berdasarkan bentuknya yaitu:
a. Badan hukum publik yaitu negara, provinsi, kota praja, majelis-
majelis, dan lembaga-lembaga.
b. Hukum privat yaitu perkumpulan-perkumpulan, Perseroan
Terbatas, Perusahaan Tertutup dengan pertanggungjawaban
terbatas dan yayasan.
2. Badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya.
Badan hukum menurut peraturannya adalah suatu pembagian badan
hukum yang didasarkan atas ketentuan yang mengaturnya badan
hukum tersebut. Ada dua macam badan hukum berdasarkan aturan
yang mengaturnya, yaitu :
a. Badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata BW.
Ini menimbulkan badan hukum perdata Eropa adalah
Perhimpunan, Firma dan CV
b. Badan Hukum yang letaknya dalam lapangan hukum perdata
adat, ini akan menimbulkan badan hukum Bumiputera yaitu
Maskapai Andil Indonesia, perkumpulan Indonesia, dan Koperasi
Indonesia.
3. Badan hukum menurut sifatnya
Badan hukum menurut sifatnya dibagi dua yaitu : korporasi dan
yayasan. Didalam hukum positif Indonesia, ada dua jenis badan
usaha yang telahdiberi status yuridis sebagai badan hukum, yaitu
perseroan terbatas dan koperasi. Sementara itu, yayasan yang
merupakan badan sosial, keagamaan dan kemanusiaan telah
mendapat status yuridis sebagai badan hukum.
Teori badan hukum memiliki beberapa teori yang terkait yaitu:
1. Teori Fiksi
Menurut Von Savigny badan hukum itu semata-mata buatan negara
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saja. Badan hukum hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada,
tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat
melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan kata lain sebenarnya
menurut alam hanya manusia selaku subyek hukum, tetapi orang menciptakan
dalam bayangannya, badan hukum selaku subyek hukum diperhitungkan sama
dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subyek hukum lain, tetapi
wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga
yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya. 11
2. Teori Kekayaan Bersama
Menurut Rudolf von Jhering mengenai kekayaan bersama berpendapat
bahwa yang dapat menjadi subyek-subyek hak badan hukum adalah: (1) manusia-
manusia yang secara nyata ada dibelakangnya, (2) anggota-anggota badan hukum,
(3) mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan. 12
Planiol dan Molengraaff mengenai Teori Kekayaan Bersama
menyatakan bahwa pada badan hukum terdapat sesuatu kekayaan dari beberapa
orang bersama-sama. Ia adalah sesuatu kesatuan yang tegak sendiri, mempunyai
nama sendiri dan dalam hubungan itu ia merupakan pendukung hak.
Konsekuensinya hak kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya kewajiban
anggota bersama-sama, sehingga dinamakan teori kepunyaan kolektif. Menurut teori
ini maka badan hukum itu suatu konstruksi yuridis saja, karena badan hukum itu
pada hakekatnya sesuatu yang abstrak.13
11 Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,
Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung, Alumni, hlm. 7
12 Ibid, H. Salim H.S. hlm. 180
13 Ibid, H. Salim H.S. hlm. 180
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3. Teori Realis atau Organik
Gierke berpendapat bahwa badan hukum adalah suatu badan yang
membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan
tersebut. Inti teori ini difokuskan kepada pribadi-pribadi hukum yang nyata sebagai
sumber kepribadian hukumnya. 14
Jimly Assidiqie menyajikan tentang teori organ. Teori organ yang
diajarkan Otto Van Gierke memandang badan hukum sebagai suatu nyata bukan
fisik. Pandangan ini diikuti oleh L.C. Polano. Menurut teori organ, badan hukum
merupakan een bestan, dat hun realiteit dari konstruksi yuridis seolah-olah sebagai
manusia, yang sesungguhnya dalam lalu lintas yang juga memiliki kehendak sendiri
yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya, yaitu pengurus dan anggotanya.
Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah kemauan badan hukum. 15
Berdasarkan teori-teori tersebut diatas dalam hubungannya dengan
permasalahan mengenai pelaksanaan pembuatan akta pendirian perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing pada notaris yaitu bahwa perusahaan-perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing yang tidak memiliki akta pendirian sebagai suatu
badan hukum yang dalam hal ini adalah CV atau perseroan komanditer bukanlah
suatu perusahaan badan hukum walaupun CV atau perseroan komanditer sebagai
suatu perusahaan memiliki harta kekayaan atau modal dasar serta memiliki organ-
organ dalam perusahaannya yakni persero aktif maupun persero pasif atau diam
akan tetapi CV atau perseroan komanditer tidak mendapatkan pengakuan dari
pemerintah atau negara melalui peraturan perundang-undangan yang menetapkan
14 Ibid, H. Salim H.S. hlm. 180
15 Ibid, H. Salim H.S. hlm. 180
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bahwa CV atau perseroan komanditer merupakan suatu badan hukum. Perusahaan
outsourcing yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dikatan sebagai suatu badan
hukum karena memiliki syarat-syarat badan hukum yang meliputi : (1) modal dasar,
modal ditempatkan serta modal disetor (2) memiliki organ yakni Rapat Umum
Pemegang Saham, direksi serta Dewan Komisaris (3) Perseroan Terbatas telah
diakui pemerintah sebagai badan hukum dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan yang berbentuk Koperasi diaktakan
sebagai suatu badan hukum karena memenuhi persyaratan sebagai badan hukum
yakni memiliki modal usaha, koperasi memiliki organ yaitu pengelola, pengurus dan
pengawas serta mendapat pengakuan pemerintah berdasarkan Undang-undang
nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
Berdasarkan teori badan hukum dapat digunakan untuk menjawab dari
permasalahan mengenai upaya mengefektifkan pelaksanaan pembuatan akta
pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang berbadan hukum
pada notaris
5.1.3 Teori Tanggung Jawab Hukum
Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum
menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum hukum atas suatu
perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek
beraarti bahwa bertanggung jawab artas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang
bertentangan16. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :
“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh
hukum disebut kekhilafan (negligence), dan kekhilafan biasanya
dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun
16 Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara, Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81
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tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan
menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang
membahayakan”
Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri
dari :
a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung
jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri
b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seseorang individu
bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh
orang lain
c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa
seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang
dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan
menimbulkan kerugian.
d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena
tidak sengaja dan tidak diperkirakan.17
Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala
sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau
pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah suatu keadaan wajib menagnggung segala sesuatunya (jika terjadi
sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).18
Menurut kamus hukum terdapat dua istilah pertanggungjawaban yaitu
liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact being
responsible). Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana liability menunjuk
pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau
tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. Liability
didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Liability juga
17 Ibid, hlm 83
18 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
2002, hlm. 1139
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merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara actual atau potensial. Kondisi
bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian,
ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk
melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa akan datang.19
Sedangkan responsibility berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu
kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.
Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang
dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan
apapun yang telah ditimbulkannya.20
Menurut Roscoe Pound jenis tanggung jawab ada 3 (tiga) yaitu:
1. Pertanggungjawaban atas kerugian dengan disengaja
2. Atas kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja
3. Dalam perkara tertentu atas kerugian yang dilakukan tidak karena
kelalaian serta tidak disengaja.21
Menurut peneliti Teori Tanggung Jawab Hukum digunakan untuk
menjawab permasalahan mengenai tanggung jawab perusahaan penyedia jasa
pekerja yang tidak berbadan hukum terhadap pekerja perusahaan penyedia jasa
pekerja
5.1.4 Konsep Outsourcing
Outsourcing bersumber dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 64
19 Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 385
20 Ibid, hlm. 335
21 Mohammad Radjab, Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta ; Bharata Niaga Media, 1996, hlm.
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan
bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa
pekerja yang dibuat secara tertulis.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
secara eksplisit tidak ada istilah outsourcing. Akan tetapi praktek outsourcing
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dikenal dalam dua bentuk, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan
pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66. Praktik
outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Perjanjian pemborongan pekerjaan dibuat secara tertulis
2. Bagian pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan
penerima pekerjaan harus memenuhi syarat-syarat:
a. apabila bagian pekerjaan yang tersebut dapat dilakukan secara
terpisah dari kegiatan utama
b. bagian itu merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara
keseluruhan sehingga kalau dikerjakan pihak lain tidak akan
menghambat proses produksi secara langsung
c. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari
pemberi kerja.
Persyaratan diatas bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu tidak
terpenuhi maka bagian pekerjaan tersebut tidak dapat dioutsourcingkan. Perusahan
enerima kerja harus berbadan hukum. Ketentuan ini diperlukan agar perusahaan
penerima kerja tidak bisa menghindar dari tanggung jawab.
Hubungan kerja pada outsourcing pada dasarnya merupakan
perjanjian kerja waktu tertentu atau tetap dan bukan kontrak, tetapi dapat pula
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dilakukan perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak apabila memenuhi persyaratan
formal maupun materiil yang diatur pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003.
Dalam penyediaan jasa pekerja, perusahaan pemberi kerja tidak bileh
memeperkerjakan pekerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang
berhubungan dengan proses produksi dan hanya boleh digunakan untuk
melaksanakan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan
langsung dengan proses produksi.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
memberikan peluang kepada perusahaan untuk dapat menyerahkan sebagian
pelaksaaan pekerjaan di dalam perusahaan kepada perusahaan lainnya melalui:
1. Pemborongan pekerjaan
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan
kepada perusahaan lain melakui pemborongan pekerjaan.
Perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dilakukan dengan
perusahaan yang berbadan hukum.
2. Penyedia jasa
Pengusaha yang menyalurkan penyediaan tenaga kerja kepada
perusahaan pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan dibawah
perintah langsung dari perusahaan pemberi kerja. Perusahaan




1.6.1 Jenis dan Pendekatan
Metode penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan sesuatu
persoalan yang terdapat dalam suatu penelitian. Secara terperinci, metode
penelitian merupakan suatu sistem dalam penelitian, merupakan prosedur yang
memberikan kepada peneliti urut-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam
suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian memberikan alat ukur yang
diperlukan dalam pelaksanaan suatu penelitian.
Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian serta teori-teori
yang telah ditinjau, maka jenis penelitian adalah penelitian empirik, dan
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji mengapa
perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing tidak membuat akta pendirian
perusahaan yang berbadan hukum pada Notaris, mengkaji tanggung jawab
perusahan penyedia jasa pekerja outsourcing yang tidak memiliki akta
pendirian sebagai badan hokum terhadap pekerja penyedia jasa pekerja dan
mengkaji upaya mengefektifkan pelaksanaan pembuatan akta perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing yang berbadan hukum pada Notaris.
1.6.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Notaris wilayah kerja Kota Malang.
Lokasi ini dipilih karena ada beberapa perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing
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tidak memiliki akta pendirian yang berbadan hukum yang dibuat oleh Notaris ,
permasalahan yang terjadi yakni perusahaan penyedia jasa outsourcing tersebut
menjalankan usaha sebagai penyedia jasa pekerja outsourcing dalam bentuk
perseroan komanditer atau CV, padahal perseroan komanditer atau CV bukanlah
merupakan badan hukum hal ini tentu saja melanggar Pasal 66 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenai perusahaan
penyedia jasa pekerja haruslah berbadan hukum, selain itu dengan tidak berbentuk
sebagai badan hukum, Dinas Ketenagakerjaan dan sosial Kota malang tidak dapat
melakukan pengawasan-pengawasan terhadap perusahaan tersebut dikarenakan
tidak terdaftar serta tidak memiliki ijin operasional dari Dinas Ketenagakerjaan dan
sosial Kota Malang.
1.6.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam analisis meliputi data primer dan data
sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, sedangkan
data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung (yang berasal
dari dokumen-dokumen, hasil penelitian, data stastistik dan lain-lain).
Adapun data primer dalam penelitian ini adalah: (1) perusahaan yang
melakukan usaha dalam bidang penyedia jasa pekerja outsourcing; (2) perusahaan
penyedia jasa pekerja outosurcing yang tidak memiliki akta pendirian serta tidak
berbadan hukum; (3) Pengalaman perusahaan yang melakukan usaha dalam bidang
penyedia jasa pekerja outsourcing; (4) pemahaman, pengetahuan, serta sikap
Notaris terhadap akta pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang
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menjalankan usaha penyedia jasa pekerja.
Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, terhadap berkas-
berkas penting dari perusahaan yang melakukan perjanjian kerja dalam bidang
penyedia jasa pekerja outosurcing serta penelusuran pasal 66 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sumber data primer penelitian ini di dapat dari: perusahaan pelaksana
penyedia jasa pekerja (outosurcing), Notaris Kota malang dan Dinas
Ketenagakerjaan Kota Malang
Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dari
studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen , akta pendirian
perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing, dan catatan yang berhubungan
dengan masalah yang akan diteliti.
1.6.4 Teknik Pengambilan Data
Pengambilan data primer dan sekunder dalam penelitian ini dilakukan
dengan teknik sebagai berikut:
Data primer ini diperoleh melalui wawancara secara terarah terhadap
responden yang terdiri dari perusahaan pelaksana penyedia jasa pekerja
(outsourcing) yang tidak memiliki akta pendirian serta tidak berbadan hukum yang
dapat menceritakan dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan perjanjian
penyedia jasa pekerja (outsourcing) yang dilakukan oleh pihak perusahaan serta
dapat mengetahui isi dari pelaksanaan penyedia jasa pekerja (outsourcing) yang
dilaksanakan oleh perusahaan yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha
30
dengan pekerja atau buruh serta wawancara dengan pengawas Dinas
Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang yang mengetahui jumlah perusahaan
penyedia jasa pekerja (outsourcing) di Kota Malang dan mengetahui implementasi
dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terutama
Pasal 66 ayat (3) dan wawancara dengan Notaris Kota Malang yang mengetahui
mengenai akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum
Data sekunder ini diperoleh dari mengkopi dan mencatat data serta
dokumentasi, berkas-berkas penting dan penelusuran Undang-Undang
Ketenagakerjaan.
1.6.5 Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek
yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah:
perusahaan pelaksana penyedia jasa pekerja outsourcing dan Notaris yang
berhubungan dengan akta pendirian perusahaan, serta pengawas dari Dinas
Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang.
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Sebagai subyek penelitiannya, maka pengambilan sampel
didasarkan pada teknik purposive sample, yaitu teknik pengambilan sampel dengan
pertimbangan dan tujuan tertentu
Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang
melakukan usaha dalam bidang penyedia jasa pekerja outsourcing sebanyak 4
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(empat) perusahaan yaitu: PT. Median Utama, PT. Sumber Awan Pribadi, Koperasi
PUSKOP Pernets Jatim, dan Koperasi Primkopar Biro Perencanaan dan
Pengembangan Perusahaan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, perusahaan yang
tidak memiliki akta pendirian serta tidak berbadan hukum berjumlah 2 (dua )
perusahaan yaitu CV. Inter G Queen Bumindo dan CV. Anugerah, Notaris pembuat
akta pendirian perusahaan di Kota Malang sebanyak 6 (enam) orang yaitu: Ibu
Sulasiyah Amini S.H., Bapak Benediktus Bosu, S.H., Ibu Endang Merduwati, S.H.,
Bapak Ario Hardickdo SH., Ibu Siti Nur Endah SH., dan Ibu Erna Erawati S.H.Mkn.,
dan Pengawas dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang berjumlah 1
(satu) orang yaitu R. Kristiarti SH.,serta buruh berjumlah 1 (satu) orang
1.6.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan yaitu:
1. Analisis deskriptif untuk data yang diperoleh dari hasil wawancara
disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis, untuk mencapai
kejelasan masalah yang dibahas.
2. Analisis isi (content analysis) untuk mencermati dokumen-dokumen
yang ada pada perusahaan-perusahaan yang berkaitan pelaksanaan
pembuatan akta pendirian perusahaan penyedia jasa outsourcing di
Kota Malang.
1.7 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini dapat dijabarkan
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sebagai berikut :
Bab I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang
menyangkut permasalahan mengenai Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing untuk menjalankan usaha sebagai perusahaan
penyedia jasa haruslah berbentuk sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum
maka akta pendirian perusahaan penyedia jasa harus dibuat oleh seorang notaris.
Pada kenyataannya di Kota Malang sendiri masih banyak perusahaan penyedia jasa
yang berbadan usaha sebagai CV atau perseroan Komanditer yang melaksanakan
usaha sebagai penyedia jasa pekerja. Selain itu babi ni juga menguraikan mengenai
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik yang terdiri dari
Teori Efektivitas serta Teori Badan Hukum, metode penelitian, serta sistematika
penelitian.
Bab II : KAJIAN PUSTAKA
Dalam bab ini penulis menguraikan kajian berhubungan dengan
efektivitas pelaksanaan pembuatan akta pendirian perusahaan penyedia jasa
outsourcing pada Notaris, antara lain, yakni tinjauan tentang perjanjain yang terdiri
dari : Asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, berakhirnya perjanjian.
Tinjauan umum mengenai perjanjian kerja yang terdiri dari : syarat sahnya
perjanjian kerja, unsur perjanjian kerja, jenis-jenis perjanjian kerja. Tinjauan umum
outsourcing yang terdiri dari : bentuk outsourcing, mekanisme outsourcing, resiko
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outsourcing. Serta tinjauan umum Notaris yang terdiri dari: peranan notaris, akta
notaris sebagai akta otentik
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pelaksanaan pembuatan
akta pendirian perusahaan penyedia jasa outsourcing pada Notaris yakni gambaran
lokasi penelitian, dasar hukum pelaksanaan pembuatan akta pendirian perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing pada Notaris, alasan perusahaan penyedia jasa
pekerja outsourcing tidak membuatkan akta pendirian perusahaan pada notaris,
tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang tidak memiliki
akta sebagai badan hukum terhadap pekerja perusahaan penyedia jasa pekerja.
Fakta-fakta dalam pelaksanaan pembuatan akta pendirian perusahaan penyedia jasa
pekerja outsourcing pada Notaris di Kota Malang.
Bab IV : FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG PELAKSANAAN
PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PENYEDIA
JASA PEKERJA OUTSOURCING PADA NOTARIS
Berisi tentang faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pembuatan
akta pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing pada notaris.
Bab V : UPAYA MENGEFEKTIFKAN PELAKSANAAN PEMBUATAN
AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
PEKERJA OUTSOURCING PADA NOTARIS
Berisi upaya-upaya untuk mengefektifkan pelaksanaan pembuatan akta
pendirian pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing pada Notaris
yang terdiri dari upaya Dinas Ketenagakerjaan dan sosial Kota Malang
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mengefektifkan pelaksanaan pembuatan akta pendirian pendirian perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing pada Notaris serta upaya notaris untuk
mengefektifkan pelaksanaan pembuatan akta pendirian pendirian perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing pada Notaris
Bab VI : PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran – saran dari peneliti
yang berisi tentang permasalahan-permasalahan mengenai efektivitas pelaksanaan
pembuatan akta pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian
Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih. R. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwadimana
seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji
untuk melakssanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan22.
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Menurut pendapat Abdul Kadir Mohammad bahwa perjanjian adalah
suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk
melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan23
Menurut Sudikno Mertukusumo: “Perjanjian adalah hubungan hukum
antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu
akibat hukum”, dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan
peraturan atau kaedah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati
dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum,
menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan
ada akibat hukum, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi. 24
Berdasarkan pengertian perjanjian tersebut dapat disimpulkan maka
perjanjian itu terdiri dari :
a. Ada pihak-pihak
Sedikitnya dua orang atau lebih, pihak ini disebut subyek perjanjian,
dapat manusia atau badan hukum dan memepunyai wewenang untuk
melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkam oleh undang-
undang.
b. Ada persetujuan antara pihak-pihak
Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan
merupakan suatu perundingan. Dalam perundungan umumnya
dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka
timbullah persetujuan.
c. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai
dengan syarat-syarat perjanjian semisal pembeli berkewajiban untuk
membayar harga barang dan penjual berkewajiban untuk
menyerahkan barang.
d. Adanya bentuk tertentu lisan atau tulisan
Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan dalam undang-undang
yang menyebutkan bahwa bentuk tertentu suatu perjanjian
memepunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
23 Abdul Kadir mohammad, Hukum Perikatan , Citra aditya Bhakti, Bandung 1992, hlm.
78
24 Sudikno Mertukusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999
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e. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para
pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan
hak dan kewajiban pokok.
f. Ada tujuan yang hendak dicapai
Tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian
itu sendiri dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas
kebebasan berkontrak akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.
25
2.1.1 Asas-Asas Hukum Perjanjian
Beberapa asas yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu :
a. Asas Konsensualitas
Dengan asas ini maka suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak
tercapainya kata sepakat diantara para pihak dalam perjanjian tersebut.
Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengandung arti kemauan para
pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan ini membangkitkan
kepercayaan bahwa perjanjian akan dipenuhi.
Eggens dalam Ibrahim menyatakan, asas konsenualitas merupakan
suatu puncak peningkatan manusia yang tersirat dalam pepatah “een
man een man, een word een word”. Selanjutnyadikatakan olehnya
bahwa ungkapan “orang harus dapat dipegang ucapannya”, merupakan
tuntutan kesusilaan, akan tetapi Pasal 1320 KUH Perdata menjadi
landasan hukum untuk penegakan kesusilaan tersebut. Tidak
terpenuhinya syarat konsensualisme dalam perjanjian menyebabkan
perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat subyektif.
b. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian
Yaitu bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang
menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-
undang bagi yang membuat undang-undang tersebut.
c. Asas Kebebasan Berkontrak
Yang dimaksud asas kebebasan berkontrak adalah adanya seluas-luanya
yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban
umum. Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi
individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi
maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar
menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi
25 Ibid, hlm. 82
37
manusia yang harus dihormati26
d. Asas Itikad baik dan Kepatutan27
Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian
harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan, yang mengandung
pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasaarkan
pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian
juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam
pergaulan masyarakat.
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian
Perjanjian dapat dikatakan sah dan memepunyai kekuatan hukum apabila
telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat yang ada dalam
undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi
syarat tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang
bersangkutan. Karena itu para pihak mengakui dan mematuhi syarat perjanjian yang
mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat perjanjian itu berlaku diantara
mereka. Apabila suatu ketika ada pihakyang tidak mengakuinya lagi, maka hakim
akan membatalkan atau perjanjian itu batal.
Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para
pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut yaitu :
a. Kesepakatan atau Persetujuan Para Pihak
Sepakat yang dimaksud bahwa subyek yang mengadalkan perjanjian
harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian
yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga
dikehendaki oleh pihak yang lain, jadi mereka menghendaki sesuatu
26 Johanes Ibrahim, Pengimpasan Pinjaman dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam
Perjanjian Kredit Bank, Penerbit CV. Utomo, 2003, hlm. 37
27 Ibid, Johanes Ibrahim, hlm. 40
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secara timbal balik.
b. Kecakapan Para Pihak dalam membuat suatu Perjanjian
Seseorang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum.
Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya
adalah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang
dimaksudkan cakap menurut hukum adalah mereka yang telah berumur
21 tahun tetapi telah kawin atau pernah menikah.
c. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau
jenis benda atau barang dalam perjanjian tersebut. Mengenai barang itu
sudah ada atau sudah berada di tangan pihak yang berkepentingan
pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang dan
juga mengenai jumlah tidak perlu untuk disebutkan.
d. Suatu causa atau sebab yang halal
Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu
sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-
undang, kesusilaan, ketertiban umum sebagaimana diatur ddalam Pasal
1337 KUH Perdata.
Syarat–syarat dalam suatu perjanjian dibagi dalam dua kelompok ,yaitu:
1. Syarat subyektif
Syarat subyektif adalah syarat yang menyangkut pada subyek-
subyek perjanjian itu, atau dengan perkataan lain syarat-syarat yang
harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, yang
meliputi:
a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
b) Kecakapan pihak yang memebuat perjanjian
2. Syarat obyektif
Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek
perjanjian itu sendiri, yang meliputi:
a) Suatu hal tertentu
b) Suatu causa atau sebab yang halal
Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak
mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.
Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak
cakap. Jadi perjanjian yang telah dibuat akan tetap mengikat para
pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak
yang berhak meminta pembatalan.
Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal
demi hukum atau batal dengan sendirinya, artinya sejak semula
tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.
2.1.3 Berakhirnya Perjanjian
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Suatu perjanjian berakhir apabila tujuan dari perjanjian tersebut telah
tercapai yaitu dengan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini
hapusnya perjanjian dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan, yaitu apabila
suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, semisal sebagai akubat dari
pembatalan berdasarkan wanprestasi , maka semua perikatan tang telah terjadi
menjadi hapus, perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah
dipenuhi harus dihapuskan.
Menurut R. Setiawan ada beberapa cara yang dapat mengakinbatkan
berakhirnya suatu perjanjian, yaitu :
a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak
Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para
pihak.
b. Undang-undang telah menetapkan batas waktu berlakunya suatu
perjanjian
c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan
terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus28
2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pengaturan
perjanjian kerja tersebut bersifat hukum privat namun dalam perkembangannya
banyak ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti peraturan baru lagi
yang kebanyakan bersifat hukum publik. Hal ini karena hukum perburuhan sebagai
hukum yang berdiri sendiri memepunyai sifat hukum privat maupun sifat hukum
publik.
Pengertian perjanjian kerja diatur dalam pasal 1601 a KUH Perdata
28 Setiawan R. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Bina cipta, Bandung, 1987.
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yaitu bahwa perjanjian kerja merupakan perjanjianantara seorang buruh dengan
seorang majikan berdasarkan unsur wewenang perintah, untuk melakukan suatu
pekerjaan dalamwaktu tertentu dengan menerima upah.
Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja yaitu : “perjanjian kerja adalah perjanjian
kerja antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”
Sedangkan menurut Soepomo29 “diartikan sebagai suatu perjanjian
dimana para pihak yang satu (buruh mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak
yang lain (majikan) selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah dan pihak
lain (majikan) mengikatkan diri untuk memperkerjakan pihak yang satu (buruh)
dengan membayar upah.”
Perjanjian kerja menurut Subekti “adalah perjanjian antara seorang
buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu
upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas
yang dalam bahasa Belanda disebut dienstverhording, yaitu suatu yang berdasarkan
mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus
ditaati oleh pihak lain.” 30
Menurut Ridwan Halim menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah
suatu perjanjian yang diadakan antara majikan tertentu dan karyawan atau
karyawan-karyawan tertentu, yang umumnya berkenaan dengan segala persyaratan
yang secara timbal balik harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, selaras dengan hak
29 Iman Soepomo, Hukum Perburuhan-Bidang Hubungan Kerja, Cetakan VI, Djambatan,
Jakarta, 1987, hlm. 51
30 Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni Bandung, 1977, hlm. 63
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dan kewajiban masing-masing terhadap satu sama lain. 31
2.2.1 Syarat Sahnya Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja juga termasuk perjanjian kerja pada umumnya,
sehingga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam
ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Mengenai syarat sahnya perjanjian kerja telah
diatur tersendiri. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang
syarat sahnya perjanjian, maka agar perjanjian kerja yang diadakan itu sah, maka
harus memenuhi syarat-syarat perjanjian seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320
KUH Perdata.
Adapun syarat-syarat perjanjian kerja adalah sebagai berikut :
a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan
perjanjian itu (antara pekerja/buruh dan majikan). Jadi tidak boleh
ada paksaan yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal.
b. Ada kemampuan/kecakapan pihak-pihak untuk memebuat
perjanjian.
c. Suatu hal tertentu, artinya bahwa isi dari perjanjian itu tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban
umum maupun kesusilaan. Isi perjanjian kerja adalah hak-hak dan
kewajiban-kewajiban tenaga kerja serta hak-hak dan kewajiban-
kewajiban majikan. 32
Hal ini juga terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor
31 Ridwan Halim, Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, Jakarta, Ghalia
32 Sedjun Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers,
Jakarta, 2003, hlm. 95
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13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian
kerja dibuat atas dasar yaitu sebagai berikut :
a. Kesepakatan kedua belah pihak
Kesepakatan kedua belah pihak merupakan kesepakatan bagi
mereka atau pihak-pihak yang mengikatkan dirinya yaitu pihak-
pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju dan sepakat
mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Semua hal yang didalam
perjanjian kerja merupakan kehendak dari kedua belah pihak. Pihak
pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh pengusaha,
begitu juga pengusaha menerima pekerja untuk dipekerjakan.
b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum
Kedua belah pihak dalam perjanjian kerja yaitu para pihak pekerja
dengan pihak pengusaha cakap dalam emembuat perjanjian.
Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan batassan umur dalam membuat
perjanjian adalah 18 tahun.
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan Pekerjaan merupakan obyek
dari perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, yang
akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak
yaitu pihak pengusaha dan pihak pekerja.
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pekerjaan sebagai obyek dalam perjanjian
kerja tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban
umum dan kesusilaan.
Keempat syarat sahnya perjanjian kerja ini bersifat komulatif, yaitu
semua syarat tersebut harus dipenuhi agar perjanjian kerja tersebut
menjadi sah. Syarat pertama dan kedua adalah syarat subyektif
karena menyangkut orang yang memebuat perjanjian, sedangkan
syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena
menyangkut obyek perjanjian.
2.2.2 Unsur Perjanjian Kerja
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Terdapat beberapa unsur dari perjanjian kerja yaitu :
a. Adanya unsur pekerjaan, dalam suatu perjanjian kerja tersebut
haruslah ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan
sendiri oleh pekerja yang memebuat perjanjian kerja tersebut.
Pekerjaan mana yaitu yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri
haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja33
b. Adanya undur perintah, manifestasi dari pekerjaan yang diberikan
kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerjaan yang
bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk
melakukan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan bentuk dan perintah
tersebut dapat seccara tertulis yang terdapat dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pekerja
diwajibkan untuk mentaati seluruh perjanjian kerja yang ada dan
berlaku didalam perusahaan tempatnya bekerja. Disinilah
perbedaam hubungan kerja dengan hubungan yang berdasarkan
ketentuan Pasal 1603 (b) KUH Perdata yaitu “ Si buruh diwajibkan
menaati aturan-aturan tentang hal melakuakn pekerjaan serta
aturan-aturan yang ditujukan adaperbaikan tata tertib dalam
perusahaan si majikan didalam batas-batas, aturan-aturan, undang-
undang atau perjanjian, maupun reglemen atau jika tidak ada
menurut kebiasaan.”
Dalam perjanjian kerja unsur wewenang perintah memiliki peranan
pokok, tanpa adanya unsur wewenang perintah berarti antara
kedua belah pihak ada kedudukan yang sama yaitu yang
memerintah dan yang diperintah
c. Adanya waktu tertentu memiliki pengertian yang sangat luas dapat
berarti waktu tidak tertentu, artinya berakhirnya waktu perjanjian
pada saat dibuat perjanjian atau berakhirnya disetujui pada saat
pekrjaan yang disepakati selesai. Oleh karena itu pekerja tidak
boleh melaksanakan pekerjaan sekehendak hatinya. Begitu pula si
majikan tidak boleh memeperkerjakan pekerjanya seumur hidup.
d. Adanya unsur upah
Tujuan utama seorang pekerja yaitu untuk mendapatkan imbalan,
sehingga dengan adanya upah hubungan antara pekerja dengan
pengusaha merupakan suatu hubungan kerja. Pemberian upah
sebagai penegasan pembayaran prestasi yang telah diberikan. Upah
diberikan kepada pekerja setelah selesai melakukan pekerjaan. Hak
atas upah baru akan ada pada saat dimulainya hubungan kerja dan
berakhir setelah hubungan kerja berakhir. 34
33 Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya, bandung, 1994, hlm.
67
34 Koko Kosidin, Perjanjian Kerja Perburuhan dan Peraturan Perusahaan, CV. Mandar
Maju, Bandung, hlm. 13.
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2.2.3 Jenis-Jenis Perjanjian Kerja
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu disebut dengan
perjanjian kerja kontrak. Untuk perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak
tertentu biasanya disebut juga dengan perjanjian kerja tetap atau perjanjian
kerja waktu tertentu dan status pekerjaannya adalah pekerjaan tetap.
Dasar Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan
pasal 50 sampai pasal 66)
b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu
c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Kep.220/Men/X/2004 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan
Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.
Prinsip Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Beberapa prinsip perjanjian kerja waktu tertentu adalah antara
lain:
a. Harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan
huruf Latin, minimal rangkap dua. Apabila dibuat dalam
bahasa asing dan terjadi perbedaan penafsiran, yang berlaku
bahasa Indonesia.
b. Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut
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jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam
waktu tertentu
c. Paling lama tiga tahun, termasuk jika ada perpanjangan atau
pembaruan
d. Pembaruan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
dilakukan setelah tenggang waktu tiga puluh hari sejak
berakhirnya perpanjangan
e. Tidak dapat diadakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat
tetap.
f. Tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
g. Upah dan syarat-syarat kerja yang diperjanjikan tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian Kerja
bersanma, dan peraturan perundang-undangan. 35
Syarat-Syarat Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Syarat-syarat Perjanjian Waktu Tertentu seperti terdapat dalam
Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan yaitu:
a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha
b. Nama, Jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh
c. Jabatan atau jenis pekerjaan
d. Tempat pekerjaan
e. Besarnya upah dan cara pembayaran
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja/buruh
g. Mulai jangka waktu berikutnya perjanjian kerja
h. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Kategori Pekerjaan untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Kategori pekerjaan untuk perjanjian kerja waktu tertentu terdapat
pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan yaitu :
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya
35 Abdul Khakim S.H, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bhakti,
Bandung 2007, hlm. 65
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b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelessaiannya dalam waktu
yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun
c. Pekerjaan yang bersifat musiman
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan
atau penjajakan.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat
tetap. Pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini dapat disyaratkan adanya masa
percobaan maksimal 3 bulan. Pekerja/buruh yang diperkirakan dalam masa
percobaan upahnya harus minimal sesuai dengan upah minimum yang berlaku. Hal
ini sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.
Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perkjanjian kerja.
Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan maka pengusaha wajib membuat
surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan dansyarat masa
percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan
dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam
perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan
kerja dianggap tidak ada.
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2.3. Tinjauan Umum Outsourcing
Secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah outsourcing , tetapi dalam pasal 64 dapat
dilihat yang dimaksud dengan outsourcing yaitu:
a. Penyerahan sebagian pelakssanaan pekerjaan dari suatu
perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan.
b. Penyediaan jasa pekerja36
Menurut Candra Soewondo outsourcing memiliki pengertian sebagai
pendelegasian operasional dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada
pihak luar (penyedia jasa). 37
Menurut Greaver dalam Indrajit outsourcing adalah tindakan
mengalihkan atau menyerahkan aktivitas-aktivitas internal yang terjadi berulang kali
dan hak-hak pembuatan keputusan yang dimiliki suatu perusahaan kepada jasa
outside providers, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kontrak. 38
Dari pengertian outsourcing diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan
yaitu pekerjaan outsourcing merupakan penyerahan aktifitas perusahaan kepada
pihak luar atau penyedia jasa yang tercantum dalam perjanjian kontrak.
36 Hidayat Muharam, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di
Indonesia, PT. Citra Aditya, Bandung 2006, hlm.12.
37 Op. Cit, Candra Soewondo.




Bentuk dari perjanjian outsourcing adalah tertulis. Hal ini dimaksudkan
agar memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dari perjanjian yang hanya
berbentuk lisan, apabila terjadi perselisihan, serta sebagai syarat untuk adanya
perjanjian outsourcing.
Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor Kep. 220/Men/2004 Tahun 2004 tentang bentuk dan
syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan
lain adalah sebagai berikut:
1. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
dilaksanakan melalui perjanjian yang dibuat secara tertulis
2. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen
maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak dari pemberi
pekerjaan untuk memberikan penjelasan tentang tata cara
melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan
c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan,
artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung
dan memeperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur
kegiatan kerja perusahann pemberi pekerjaan
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. Artinya
kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila
tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses
pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana biasanya.
e. Perusahaan pemberi pekerjaan yang akan menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan
pemborongan pekerjaan wajib memebuat alur kegiatan proses
pelaksanaan pekerjaan
f. Berdasarkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan maka
perusahaan pemberi pekerjaan menetapkan jenis-jenis pekerjaan
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yang utama dan penunjang berdasarkan serta melaporkan
kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat ( Pasal 6 ayat (2) Kep. 220/Men/2004.
3. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
harus diserahkan kepada perusahaan yang berbadan hukum kecuali
Pasal 3 Kep/Men/X/2004 yaitu:
a. Perusahaan pemborongan pekerjaan yang bergerak di bidang
pengadaan barang
b. Perusahaan pemborongan pekerjaan yang bergerak dalam jasa
pemeliharaan dan perbaikan serta jasa konsultasi yang dalam
melaksanakan pekerjaan tersebut memperkerjakan buruh atau
pekerja kurang dari 10 (sepuluh) orang.
4. Apabila perusahaan pemborong pekerjaan sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1) akan menyerahkan lagi sebagian pekerjaan
yang diterima dari perusahaan pemberi pekerjaan maka penyerahan
tersebut dapat diberikan kepada perusahaan pemborong pekerjaan
yang bukan berbadan hukum. Dalam hal ini perusahaan pemborong
pekerjaan bukan berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak
buruh atau pekerja dalam hubungan kerja maka perusahaan yang
berbadan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban tersebut.
5. Dalam suatu daerah tidak terdapat perusahaan pemborongan
pekerjaan yang berbadan hukum atau terdapat perusahaan
pemborongan pekerjaan berbadan hukum tetapi tidak memenuhi
kualifikasi untuk melaksanakan sebagian pekerjaan dari perusahaan
pemberi pekerjaan, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong pekerjaan yang
bukan berbadan hukum (Pasal 4 ayat ( 1) Kep/Men/X/2004.
6. Perusahaan penerima pemborongan pekerjaan yang bukan berbadan
hukum sebagaimana dimaksud diatas bertanggung jawab untuk
memenuhi hak-hak pekerja atau buruh yang terjadi dalam hubungan
kerja antara perusahaan yang bukan berbadan hukum tersebut
dengan pekerjaan dan tanggung jawab tersebut harus dituangkan
dalam perjanjian pemborongan pekerjaan antara pemberi pekerjaan
dan perusahaan pemborong pekerjaan.
7. Hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan pemborongan
pekerjaan dalam pelaksanaan suatu pemborongan pekerjaan dan
pekerja yang dipekerjakan yang dapat dituangkan dalam Perjanjian
Kerja Waktu tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu apabila telah memenuhi persyaratan perjanjian kerja waktu
tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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Menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh tidak boleh
digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan
yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Selanjutnya apabila terdapat
pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi atau kegiatan pokok
maka, pengusaha hanya diperbolehkan memperkerjakan pekerja dengan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu atau Pekerjaan Waktu Tidak Tertentu.
2.3.2 Mekanisme Outsourcing
Outsourcing hanya dapat dilakukan dengan pekerjaan penunjang yang
bersifat bukan sebagai tugas utama (non core business). Sehingga tidak semua
jenispekerjaan dapat diberikan dengan menggunakan sistem outsourcing.
Sebelum perusahaan memutuskan untuk menggunakan system
outsourcing, perusahaan harus dapat membedakan mengenai yang termasuk
dalam kompetisi utama dalam perusahaan dan kegiatan penunjang dari
perusahaan tersebut. Hal ini diperlukan agar perusahaantersebut memperoleh
kesempatan mengatur organisasi yang lebih fleksibel untuk melakukan tugas
utama.
Setiap perusahaan yang melaksanakan outsourcing harus dapat memilih
dengan tepat yang sesuai dengan kondisi perusahaan untuk setiap hubungan
dengan kondisi perusahaan untuk setiap hubungan dengan perusahaan jasa
outsourcing, agar dapat menghasilkan kerjasama yang baik antara perusahaan
pemberi pekerjaan dan perusahaan pengguna jasa outsourcing. Perusahaan
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harus dapat mengevaluasi faktor sukses untuk menentukan jenis pekerjaan dan
lingkup dari pekerjaan yang dapat dikerjakan kepada perusahaan outsourcing
tanpa mengganggu keunggulan kompetitif perusahaan.
Dewasa ini para pengusaha menggunakan sistem outsourcing dalam
hubungan industrial. Hal tersebut dikarenakan dalam system outsourcing
terdapat lima keuntungan jangka panjang yaitu:
1. Meningkatkan focus bisnis perusahaan
2. Masuk pada kemampuan kelas dunia
3. Mempercepat keuntungan dan re-engineering (teknologi baru)
4. Membagi resiko usaha
5. Menggunakan sumber-sumber yang ada untuk aktivitas yang lebih
strategis39
2.3.3 Resiko Outsourcing
Resiko pada perusahaan yang menggunakan outsourcing dapat pula
terjadi, diantaranya adalah:
1. Jika dilakukan dalam jangka panjang dan sumber luar adalah
pengusaha oprtunis akan terjadi kerjasama yang mengeroposkam
bagi perusahaan yang melakukan outsourcing.40
2. Menurut Quinn dan Hilmer secara strategis terdapat resiko
outsourcing sebagai berikut:
a. Perusahaan dapat kehilangan keterampilan kritikal atau
mengembangkan keterampilan yang salah, tidak sesuai dengan
kompetensi inti
b. Perusahaan dapat kehilangan keterampilan lintas fungsional,
karena adanya penugasan kepada pihak lain
c. Perusahaan dapat kehilangan kendali atau pengawasan pada
pemasok41
d. Organisasi perusahaan menjadi sangat tergantung pada pihak
vendor atas bentuk kegiatan dan sejumlah harga yang
39 Ibid, Chandra Soewondo, hlm. 58
40 M. Simatupang, Strategi Sumber Luar Dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi, PT.
Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
41 Agung Prasetyo, Analisa Strategi Outsourcing Studi Kasus Pada Program Total
Maintenance concept PT. PLN, UGM, Yogyakarta
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ditawarkan kepada perusahaan42
2.4. Tinjauan Umum Notaris
Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30
Tahun 2004 adalah: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.
Menurut Colenbrunder notaris adalah:
Pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang
menyuruhnya mencatat semuanya yang dialami dalam suatu akta,
Demikianlah ia memebuat berita acara dan pada apa yang dibicarakan
dalam rapat pemegang saham, yang dihadiri atas permintaan pengurus
perseroan atau tentang jalannya pelelangan yang dilakukan atas
permintaan penjual, Demikianlah ia menyaksikan dalam akta tentang
keadaan sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya. 43
Didalam perkembangannya, nama-nama selain Notaris di kenal juga
sebagai berikut:
1. Notaries: yang artinya untuk menandakan suatu golongan orang-
orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis
tertentu.
2. Nutarii: yang berarti orang-orang yang memiliki keahlian untuk
mempergunakan suatu bentuk tertulis cepat di dalam menjalankan
pekerjaannya.
3. Tabilione: yang artinya orang-orang yang ditugaskan bagi
kepentingan masyarakat untuk membuat akta-akta dan lain-lain
surat jabatannya tidak mempunyai sifat kepegawaian dan tidak
diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan suatu formalitas
yang ditentukan oleh undang-undang.
4. Tabularii: yang artinya pegawai negeri yang memepunyai tugas
mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota-kota dan
42 Utomo H, Strategi Outsourcing Dalam Era Persaingan Global, Usahawan, No. 07 Tahun
XXIV, Juli 1995
43 Tobing, GHS Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hlm. 31
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juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dan
magistrate kota-kota dibawah resort mana mereka berada.
2.4.1 Peranan Notaris
Notaris dalam melakukan peranannya terdapat pada kewenangan serta
kewajiban dalam membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan
penetapan, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
Kewenangan notaries diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan
Notaris Tahun 2004 yaitu:
(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,
menhjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
oleh undang-undang.
(2) Notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal
surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
b. Membubuhkan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar
dalam buku khusus
c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan
digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
e. Memberikan penyuluhan hokum sehubungan dengan pembuatan
akta.
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
g. Membuat akta risalah lelang.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
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Selain dari kewenangan, notaris juga memiliki kewajiban yang harus
dilaksanakan. Kewajiban notaris diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Jabatan
Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yaitu:
(1) Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban:
a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga
kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat akta dalam bentuk Minuta akta dan menyimpannya
sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. Mengeluarkan Grosse akta, Salinan akta, atau kutipan akta
berdasarkan minuta Akta
d. Memeberikan pelayanansesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang ini kecuali alas an untuk menolaknya;
e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan
segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai
dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undng-undang
menentukan lain;
f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku
yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akata, dan jika
jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut
dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah
Minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap
buku;
g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau
tidak diterima surat berharga;
h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut
urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h
atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Departemen
Pusat Wasiat yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang
kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama
setiap bulan berikutnya;
j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat
pada setiap akhir bulan;
k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama,
jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh
paling sedikit 2(dua) orang saksi yang ditandatangani pada saat
itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris;
m. Menerima magang calon notaris.
(2) Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk
originali.
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(3) Akta originali sebagaimana dimaksud opada ayat (2) adalah akta:
a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pension
b. Penawaran pembayaran tunai




f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
(4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat
lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan
isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata
berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua
(5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima
kuasa hanya dapat dibuat dalam 1(satu) rangkap
(6) Bentuk dan ukuran cap/ stempel sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri
(7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak
wajib dilakukan jika penghadap teklah membaca sendiri,
mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal
tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman
Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
(8) Jika salah atu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai di bawah tangan.
(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk
pembuatan akta wasiat.
2.4.2 Akta Notaris Sebagai Akta Otentik
Otensitas akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Jabatan Notaris di mana notaris adalah sebagai pejabat umum, sehingga akta yang
dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik,
bukan karena undang-undang menetapkan demikian akan tetapi oleh akta itu dibuat
oleh atau dihadapan pejabat umum seperti didalam Pasal 1868 KUH Perdata.
Pembuatan Akta Notaris terbagi dalam dua golongan yaitu:
4. Akta yang dibuat oleh notaris, akta ini merupakan suatu akta yang
memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang
dilakukan suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat
akta itu, yaitu notaries sendiri, didalam menjlankan jabatannya
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sebagai notaries.
5. Akta yang dibuat dihadapan notaries, akta ini berisikan keinginan dari
para pihak yang hadir dihadapan notaries, artinya yang diterangkan
oleh para pihak kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan
untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja dating dihadapan
notaris dan memeberikan keterangan dihadapan notaries agar
dituangkan oleh notaries dalam suatu akta otentik.
Pada dasarnya bentuk suatu akta notaries yang berisikan keterangan-
keterangan dan hal-hal lain yang dirangkum oleh notaris, umumnya harus
mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam KUH Perdata maupun
Undang-Undang Jabatan Notaris. Secara otentik pada akta para pihak harus
terdapat:
1. Tanggal dari akta tersebut
2. Tanda tangan yang ada dalam akta tersebut
3. Identitas dari setiap orang yang hadir
4. Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa
yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaries untuk
dicantumkan dalam akta tersebut, sedang kebenaran dari




PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN
PENYEDIA JASA PEKERJA OUTSOURCING PADA NOTARIS
3.1 Gambaran Lokasi Penelitian
3.1.1 Kota Malang
Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di
atas permukaan laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa
Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di
ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak
112,06°-112,07° Bujur timur dan 7,06-8,0213 Lintang Selatan, dengan
batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang; Sebelah Timur : Kecamatan
Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang; Sebelah Selatan :
Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang; dan sebelah
Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
Kota Malang memiliki luas 110.06 km², dengan jumlah penduduk
sebesar 816.637 jiwa yang terdiri dari 404.664 jiwa penduduk laki-laki,
dan penduduk perempuan sebesar 411.973 jiwa. Dengan demikian
kepadatan penduduk kurang lebih 7.420 jiwa perkilometer persegi yang
tersebar di 5 Kecamatan, yaitu : Klojen = 126.760 jiwa, Blimbing =
171.051 jiwa, Kedungkandang = 162.104 jiwa, Sukun = 174.868 jiwa,
Lowokwaru= 181.854 jiwa terdiri dari 57 Kelurahan, 526 unit RW dan
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3935 unit RT.
Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Kota Malang,
keberaadaan notaris pun juga sangat diperlukan dalam kaitannya untuk
melayani kebutuhan masyarakat dalam hal pembuatan akta yang sah dan
otentik. Demikian juga di Kota Malang,
3.1.2 Notaris Kota Malang
Keberadaan Notaris di Kota Malang sangat penting untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal memberikan
kepastian hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta. Kinerja notaris
di Kota Malang sangat penting untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam hal memberikan kepasatian hukum yang berkaitan
dengan pembuatan akta. Kinerja Notaris di Kota Malang berada di bawah
pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang, yang wilayah
kerjanya meliputi: Kota Malang, yang terdiri dari 70 notaris; Kabupaten
Malang, yang terdiri dari 81 Notaris; Kota Batu, yang terdiri dari 11
notaris; Kabupaten Lumajang, yang terdiri dari 6 Notaris.1
3.1.3 Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang
a. Dasar hukum Pembentukan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 57 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi dan
Struktur Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah serta
tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Ketenagakerjaan dan
Sosial Kota Malang, dan Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang
1 Wawancara dengan Siti Noer Endah, SH Not Notaris Kota Malang tanggal 26 Juli 2012
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Ketenagakerjaan.
b. Visi dan Misi
1. Meningkatkan pelatihan dan keterampilan tenaga kerja yang
handal dalam menghadapi pasar kerja
2. Menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi setiap
angkatan kerja
3. Mewujudkan ketenangan bekerja dalam hubungan kerja
4. Meningkatkan pembinaan norma kerja K3
5. Meningkatkan pelayanan administrasi,sarana dan prasarana
ketenagakerjaan.2
c. Tugas Pokok
Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang adalah
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang
pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, dalam
bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, perijinan lembaga,
penempatan dan perluasan kerja, bidang industrial persyaratan kerja
dan perselisihan hubungan industrial dan bidang pengasan
ketenagakerjaan, norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja serta
keselamatan dan kesehatan kerja3.
d. Fungsi
1. Penyusunan perencanaan kerja sesuai dengan kebijaksanaan yang
telah ditetapkan oleh Kepala Daerah
2. Pelaksanaan unsur teknis operasional dan mengadakan kerjasama
dengan instansi terkait dalam melaksanakan pengiriman tenaga kerja
keluar negeri dan perijinan tenaga asing.
3. Pelaksanaan koordinasi dengan Balai Latihan Kerja, Loka Latihan
Kerja, Mobile Taining Unit, serta melakukan pembinaan dan
pengawasan tentang pelaksanaan, latihan kerja yang diselenggarakan
oleh Lembaga Latihan Swasta.
4. Pelaksanaan perunjuk dan bimbingan tentang pelaksanaan
operasional organisasi ketenagakerjaan dan organisasi pengusaha,
pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipatrit, LKS Tripartit,




5. Pelaksanaan pemberian petunjuk dan bimbingan tentang pelaksanaan
norma kerja dan norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja Jamsostek
kepada pegawai tenaga kerja.
6. Pembinaan kesejahteraan pekerja dan penganggur serta
meningkatkan kesejahteraan pekerja.
7. Pelaksanaan pengawasan adalah segala usaha-usaha dan kegiatan
untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas-tugas
pokok sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku.
8. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan
lembaga sosial masyarakat bidang ketenagakerjaan.
9. Pembinaan yang meliputi menggalakkan Keluarga Berencana di
perusahaan, Peraturan Perusahaan Kesepakatan Kerja Bersama
10. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang ketenagakerjaan
pelaksanaan program kerja serta anggaran dinas.
11. Pengelolaan administrasi yaitu segala usaha dan kegiatan di
penyusunan program, bidang ketatausahaan, kepegawaian,
perlengkapan, anggaran keuangan, pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan dinas
12. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi unit kerja terkait4
e. Lokasi Kantor
Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial berlokasi di
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Jl. Mayjen Sungkono
Gedung B Lantai III
f. Struktur Dinas
Struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota
Malang terdiri dari:
1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha




a. Seksi Norma Kerja
b. Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
c. Jamsostek
5. Bidang Hubungan Industrial
a. Seksi Perselisihan
b. Seksi Syarat Kerja
4 Ibid
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c. Seksi Pemberdayaan Purna Kerja
6. Bidang Sosial
a. Seksi Bantuan sosial
b. Seksi Rehabilitasi Sosial
c. Seksi Pengembangan Potensi Profesi Swadaya
Struktur ini sekaligus merupakan arah koordinasi dan kerja yang
harus dilakukan oleh masing-masing posisi dan akan lebih jelas dengan
melihat gambar struktur berikut:
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Gambar 1.1

















































g. Tugas dan Fungsi Bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan
Sosial Kota Malang
1. Bidang pengawasan dalam memiliki tugas melaksanakan sebagian
tugas dinas di bidang pengawasan ketenagakerjaan dan norma kerja
2. Bidang pengawasan memiliki fungsi :
a. Menyusun Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan norma Kerja
b. Norma Kerja meliputi wajib lapor, upah mínimum, upah mínimum,
upah lembur, waktu kerja, waktu istirahat.
c. Pengawasan terhadap norma pekerja wanita dan anak
d. Pelaksanaan terhadap penempatan dan perdagangan Tenaga
Kerja Warga Asing Pendatang
e. Pemeriksaan kecelakaan kerja (kebakaran, peledakan, penyakit
akibat kerja)
f. Penyidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja
g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pengawasan Norma Kerja memiliki fungsi :
a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengawasan
norma kerja
b. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyempurnaan norma
kerja umum dan khusus
c. Pelaksanaan inventarisasi data laporan ketenagakerjan sebagai
pelaksanaan wajib laporan ketenagakerjaan di perusahaan.
d. Penyusunan rencana kerja pengawas ketenagakerjaan
e. Pelaksanaan pengawasan norma kerja secara langsung
f. Pengawasan dan penyelesaian pengusaha, masyarakat dan pekerja
tentang adanya pelanggaran norma kerja dan peraturan
ketenagakerjaan.
g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang
Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.5
5 Ibid
65
3.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Outsourcing pada
Notaris
Pelaksanaan pembuatan akta pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja
outsourcing pada notaris berdasar pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan pasal 66 ayat (3) yaitu : penyedia jasa pekerja/buruh
merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dengan peraturan ini maka
perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa pekerja
outsourcing diwajibkan memiliki bentuk usaha yang berbadan hukum serta
memiliki izin operasional dari dinas ketenagakerjaan setempat dimana
perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing tersebut menjalankan usaha.
Perusahaan penyedia jasa pekerja outosurcing yang berbadan hukum
pada dasarnya berbentuk sebagai Koperasi maupun Perseroan Terbatas (PT), hal
ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor : Kep.101/MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja atau Buruh Pasal 2 ayat (2) yaitu:
(2) Untuk mendapatkan ijin operasional perusahaan penyedia jasa
pekerja atau buruh perusahaan menyampaikan permohonan dengan
melampirkan :
a. copy pengesahan sebagai badan hukum berbentuk Perseroan
Terbatas atau Koperasi
b. copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha
penyedia jasa pekerja atau buruh
c. copy SIUP
d. copy wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku
Perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing dalam pendiriannya
sebagai Perseroan Terbatas menggunakan aturan yang digunakan dalam
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Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang terdapat dalam
pasal 1 angka (1) yaitu : Perseroan terbatas selanjutnya disebut perseroan,
adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi peryaratan yang ditetapkan dalam undang-
undang ini serta peraturan pelaksananya. Serta sebagai Koperasi menggunakan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (1)
yaitu : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas kekeluargaan.
Pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing sebagai
Perseoran Terbatas menggunakan akta notaris berdasarkan pada Undang-
Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 yaitu : Perseroan didirikan
oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa
Indonesia. Selain itu perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing dalam
bentuk Koperasi juga diwajibkan didirikan melalui akta notaris seperti terdapat
dalam Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tahun 2004
Tentang Notaris Sebagai Pembuat AKta Koperasi yaitu :
(4) Notaris pembuat akta koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat
berdasarkan Peraturan Jabatan notaris yang diberi kewenangan
antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran
dasar dan akta-akta lainnyaterkait dengan kegiatan koperasi.
Selain itu dalam Keputusan Menteri Nomor 98 KEP/M. KUKM/IX/2004
Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi pada Pasal 3 ayat (1)
menyatakan :
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(1) Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok
membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu
perbuatan hukum tertentu dalam proses Pendirian, Perubahan
Anggaran Dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan
kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada
pejabat berwenang.
Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004
pada pasal 1 bagian 1 menyatakan bahwa notaris ialah : Pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini. Akta Otentik menurut Pasal 1868 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : suatu akta otentik ialah suatu akta di
dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau di
hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana
akta dibuatnya.
Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan-kewenangan yang
ditentukan oleh undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 pada
pasal 15 yaitu :
(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh
peratutan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang.
(2) Notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian
tanggal surat dibawah tangan dengan menddaftar dalam
buku khusus
b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan
mendaftar dalam buku khusus
c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan
digambarkan dalamsurat yang bersangkutan
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat
aslinya (legalisir)
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e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan
pembuatan akta
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
g. Membuat akta risalah lelang
(3) Selain kewenagan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
3.3 Alasan-alasan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja
Outsourcing tidak Membuatkan Akta Pendirian
Perusahaan pada Notaris
Perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 66 ayat (3)
menyatakan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing harus dan
wajib berbentuk sebagai suatu badan hukum.
Pada kenyataannya masih banyak terdapat perusahaan-perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing yang tidak memiliki akta pendirian tidak
sebagai badan hukum. Di kota Malang sendiri masih terdapat perusahaan-
perusahaan penyedia jasa outsourcing yang tidak berbadan hukum atau tidak
memiliki akta pendirian sebagai suatu badan hukum yakni Perseroan Terbatas
dan Koperasi.
Terdapat banyak alasan yang membuat perusahaan-perusahaan
penyedia jasa outsourcing tersebut tidak mendirikan perusahaan sebagai suatu
badan hukum yang dimana akta pendirian tersebut dibuatkan oleh Notaris.
Alasan-alasan tersebut antara lain :
1. Faktor Biaya
Beberapa perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing
mengeluhkan tentang biaya pembuatan pendirian perusahaan
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sebagai badan hukum baik sebagai Perseroan Terbatas maupun
Koperasi. Untuk mendirikan suatu perusahaan yang berbadan
hukum diperlukan biaya yang cukup banyak yaitu seperti yang
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang mengatakan bahwa
modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan tidak
semua dari pendiri perusahaan memiliki dana yang cukup untuk
mendirikan perusahaan sebagai Perseroan Terbatas maupun
Koperasi.
“Kami sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja
outosurcing memilih untuk tidak membuat perusahaan
sebagai badan hukum karena biaya yang dikeluarkan
kepada notaris untuk biaya pendirian sebagai badan
hukum memerlukan biaya yang cukup banyak untuk
mendirikan sebagai Perseroan Terbatas (PT) dan juga
memerlukan waktu yang cukup lama dalam
pengurusannya sehinnga kami sebagai pendiri sepakat
untuk mendirikan CV sebagai tempat usaha kami”.6
2. Faktor Pekerjaan yang Dapat Dilakukan Outsourcing
Perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing lebih memilih
untuk tidak membuat atau mendirikan perusahaan yang
berbadan hukum karena mereka mengetahui bahwa dengan
tidak mendirikan perusahaan sebagai badan hukum mereka
tidak takut untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak
boleh dilakukan pada pekerjaan penyedia jasa outsourcing
karena mereka merasa tidak mendapatkan pengawasan dari
Pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial. Perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing tersebut memperkerjakan
37 Wawancara dengan Brillyanes Sanawiri Pemilik CV. Inter G Queen Bumindo tanggal
27 Juli 2012
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buruh mereka kepada pemberi kerja untuk melakukan
pekerjaan-pekerjaan pokok yang seharusnya tidak boleh
dilakukan seperti pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan
pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja tidak
boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan
kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan proses
produksi.
Selain itu dalam tujuan usaha perusahaan penyedia outsourcing
yang memilih untuk tidak berbadan hukum karena dalam akta
pendirian perusahaan tersebut mencantumkan pekerjaan-
pekerjaan yang seharusnya tidak boleh untuk dilakukan atau
dilaksanakan dalam outsourcing.
“dengan menjalankan usaha penyedia jasa sebagai perusahaan
berbentuk CV kami dapat berkerja sama atau mendapatkan
kontrak perjanjian dengan perusahaan pemberi kerja yang ingin
melakukan usaha outsourcing terhadap segala hal terutama
pekerjaan-pekerjaan pokok yang seharusnya tidak
diperbolehkan dengan ini kami sebagai perusahaan penyedia
jasa juga mendapatkan keuntungan”.7
3. Faktor Pemberian Upah bagi Pekerja
Hambatan bagi penyedia jasa pekerja outsourcing yaitu dari segi
upah kepada buruh, bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja
outsourcing dengan memilih tidak mendirikan perusahaan
sebagai badan hukum dapat memberikan atau membayar upah
minimum dibawah dari UMK (Upah Minimum Kota) dimana
perusahaan itu berada. Perusahaan penyedia jasa pekerja
7 Ibid, Brillyanes Sanawiri
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melakukan hal tersebut dengan alasan untuk mengurangi biaya
pengeluaran dari perusahaan dan dengan alasan tersebut
mereka meminta pekerja untuk dapat memahami alasan dari
pembayaran upah di bawah upah mínimum.
“Sebagai perusahaan outosurcing dalam bentuk CV, kami
tidak memiliki keharusan untuk membayar pekerja
sesuai dengan UMK karena kami mendirikan perusahaan
ini saja sudah di luar dari ketentuan hukum, dengan
berbentuk CV perusahaan juga jarang atau bahkan
sama sekali tidak mendapatkan pengawasan ataupun
laporan dari dinas tenaga kerja bahwa kami melanggar
undang-undang. Atas dasar itu kami berani untuk
membayar upah dibawah upah mínimum rata-rata dan
selama ini kami juga tidak pernah mendapatkan protes
dari pekerja sehingga kami tetap melakukan ha-hal
tersebut”. 8
Menurut peneliti dari alasan-alasan perusahaan penyedia jasa
pekerja outsourcing tidak membuatkan akta pendirian perusahaan pada Notaris
maka dapat dipastikan bahwa Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan
tidak dapat berjalan secara efektif karena tidak terpenuhinya salah satu faktor
dalam Teori Efektivitas yakni faktor masyarakat. Dengan tidak terpenuhinya
salah satu faktor yakni faktor masyarakat, yang dalam permasalahan ini adalah
perusahaan penyedia jasa outsourcing maka pelaksanaan dari Pasal 66 ayat (3)
Undang-Undang Ketenagakerjaan tidaklah efektif.
3.4 Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa Pekeja
Outsourcing yang Tidak Memiliki Akta Pendirian Sebagai
Badan Hukum Terhadap Pekerja Perusahaan Penyedia
Jasa Pekerja
Perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing pada dasarnya harus
8 Ibid, Brillyanes Sanawiri
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berbadan hukum sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam usahanya perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing haruslah memperhatikan hak-hak atau
kesehjahteraan dari pekerja perusahaan penyedia jasa pekerja tersebut.
Hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) c Undang-Undang Ketenagakerjaan
yaitu : Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penydia jasa
pekerja/buruh.
Pada perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang tidak
berbadan hukum mereka dalam melaksanakan usahanya banyak yang tidak
melindungi atau memperhatikan mengenai kesejahteraan serta hak-hak
milik pekerja. Perusahaan penyedia jasa yang tidak berbadan hukum lebih
banyak tidak membayar upah buruh sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Ketenagakerjaan dalam hal ini banyak perusahaan yang membayar
upah pekerja tidak sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kota) serta tidak
membayarkan upah untuk pesangon. Perusahaan melakukan hal tersebut
dengan alasan tidak memiliki biaya yang cukup untuk melakukan
pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dengan
tidak berbadan hukum perusahaan dapat melakukan aktifitas mereka
dengan leluasa karena tidak terdaftar dalam ijin operasional dari Dinas
Ketenagakerjaan dan Sosial.
“Kami sebagai pekerja pada perusahaan yang tidak berbadan
hukum merasa tidak diberikan perlindungan terutama perlindungan
terhadap upah karena kami sebagai pekerja sering dibayar tidak
sesuai dengan UMK bahkan pernah kami tidak diberikan upah
maupun pesangon dari perusahaan dan hal ini diperparah dengan
tidak adanya pengawas dari dinas tenaga kerja yang melakukan
pengawasan pada perusahaan di mana kami bekerja”.9
9 Wawancara dengan Adi Wijaya pekerja dari CV. Maju Lancar Gemilang tanggal 16
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Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) c yang
menyatakan perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja,
serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh. Sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja
outsuorcing baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum harus memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan dari
pekerjanya. Pada perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak berbadan
hukum tanggung jawab yang dapat dilakukan yaitu dengan mengalihkan
status hubungan kerja pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja
beralih hubungan kerjanya dengan perusahaan pemberi kerja, hal ini
berdasarkan UU Ketenagakerjaan Pasal 65 ayat (8) yaitu : Dalam hal
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak
terpenuhi maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan
perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja
pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
Perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak berbadan hukum
diharuskan mengalihkan hubungan kerja pekerja kepada perusahaan
pemberi kerja sesuai dengan Pasal 65 ayat (3) yaitu perusahaan lain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
Sehingga apabila terdapat perusahaan penyedia jasa yang tidak memiliki
akta pendirian sebagai badan hukum melaksanakan usaha dalam bidang
penyedia jasa pekerja outsourcing, perusahaan tersebut diharuskan
mengalihkan status hubungan kerja pekerja kepada perusahaan penerima
kerja.
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“Perusahaan yang menjalankan outsourcing serta tidak berbadan
hukum tentu saja melanggar peraturan UU Ketenagakerjaan Pasal
66 ayat (3), maka perusahaan penyedia jasa pekerja tersebut
berdasarkan Pasal 65 ayat (8) diharuskan untuk mengalihkan
status hubungan kerja pekerja dari perusahaan penyedia jasa
kepada perusahaan penerima kerja. Dengan begitu pekerja tidak
perlu takut untuk tidak dapat atau mendapatkan pekerjaan lagi
karena pekerja pada perusahaan penyedia jasa sudah dialihkan
kepada perusahaan pemberi kerja”.10
Selain harus mengalihkan status hubungan kerja pekerja kepada
perusahaan pemberi kerja, perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak
berbadan hukum harus memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan
serta kesejahteraan pekerja yang harus diperhatikan. Perusahaan penyedia
jasa pekerja yang tidak berbadan hukum harus mendirikan perusahaan
penyedia jasa pekerja dengan menggunakan akta pendirian sebagai badan
hukum yakni dengan membuatkan akta pendirian pada notaris dengan akta
otentik. Dengan mendirikan perusahaan penyedia jasa pekerja sebagai
badan hukum maka dapat menjamin mengenai pemenuhan hak-hak
pekerja serta perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja karena dengan
berbentuk sebagai badan hukum perusahaan penyedia jasa mendapatkan
ijin operasional dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial sehingga dapat
langsung mendapatkan pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan Sosial
yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak serta
kesejahteraan buruh dalam pekerjaaannya sebagai pekerja perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing.
“Sebagai pengawas dinas tenaga kerja menganjurkan agar
perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak berbadan hukum
segera membuatkan akta pendirian sebagai badan hukum kepada
notaris, sebagai badan hukum maka kesejahteraan pekerja menjadi
10 Op.Cit Retno Kristiarti
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terjamin serta dengan sebagai badan hukum perusahaan dapat
terdaftar dalam ijin operasional pada Dinas Ketenagakerjaan dan
Sosial, dengan terdaftar dalam ijin operasional dinas tenaga kerja
dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia jasa
beserta pekerja di dalamnya”.11
Selain itu tanggung jawab dari perusahaan penyedia jasa pekerja
yang tidak berbadan hukum yaitu tidak boleh menggunakan pekerja untuk
pekerjaan-pekerjaan yang langsung berhubungan dengan proses produksi hal ini
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 66 ayat (1) yaitu : Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja
/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan
pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi,
kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan
langsung dengan proses produksi. Hal ini juga diperkuat dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 yang menyatakan tidak
memperbolehkan adanya perusahaan penyedia jasa pekerja melakukan
outsourcing pada pekerjaan-pekerjaan inti atau pokok.
Menurut peneliti pada permasalahan mengenai tanggung jawab
perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak berbadan hukum pada pekerja
perusahaan penyedia jasa teori yang digunakan yaitu teori Tanggung Jawab
Hukum oleh Hans Kelsen. Berdasarkan teori Tanggung Jawab Hukum pihak yang
diharuskan bertanggung jawab yakni perusahaan penyedia jasa pekerja yang
tidak berbadan hukum karena perusahaan penyedia jasa yang tidak berbadan
hukum termasuk dalam pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang
berarti bahwa seeorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang
dilakukannya karena karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan
11 Op.Cit Retno Kristiarti
76
menimbulkan kerugian. Kerugian dalam hal ini adalah para pekerja perusahaan
penyedia jasa pekerja yang tidak berbadan hukum karena tidak ada jaminan
terhadap hak-hak serta kesejahteraan mereka.
3.5 Fakta-Fakta dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Outsourcing Pada Notaris
Kota Malang
Di Kota Malang berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial
dalam lima tahun terakhir yakni pada tahun 2008 hingga 2012 terdapat sekitar
kurang lebih 58 perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang beroperasi
atau menjalankan usaha sebagai badan hukum maupun yang tidak berbentuk
sebagai badan hukum.
Perusahaan-perusahaan penyedia jasa pekerja outosurcing tersebut
dalam menjalankan usahanya tidak hanya sebagai perusahaan dalam bidang
outsourcing saja tetapi perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan usahanya
dalam berbagai bidang. Perusahaan-perusahaan tersebut oleh Pengawas Dinas
Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang diawasi setiap bulannya selama satu
tahun.
“Perusahaan-perusahaan penyedia jasa pekerja yang diawasi setiap
bulannya adalah perusahaan yang memiliki akta pendirian badan
hukum sebagai perusahaan outosurcing serta memiliki ijin operasional
dari dinas ketenagakerjaan, dengan pengawasan tersebut maka
pegawai pengawas dapat mengetahui jika terdapat pelanggaran dari
pengaduan oleh masyarakat, media serta oleh pengawas sendiri
diduga perusahaan tersebut melakukan pelanggaran”. 12
Berikut merupakan daftar jumlah perusahaan penyedia jasa pekerja
atau buruh pada tahun 2008 hingga tahun 2012 baik yang perusahaan yang
12 Wawancara dengan Retno Krisitarti SH Pegawai Pengawas tanggal 26 Juli 2012
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berbadan hukum maupun perusahaan yang tidak sebagai badan hukum :
Tabel 1.1








2008 4 perusahaan 7 perusahaan
2009 5 perusahaan 8 perusahaan
2010 7 perusahaan 7 perusahaan
2011 5 perusahaan 6 perusahaan
2012 4 perusahaan 5 perusahaan
Jumlah 24 perushaaan 33 perusahaan
Sumber : Data Primer, diolah 2012
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2008 hingga 2012
semakin banyak perusahaan penyedia jasa pekerja yang menjalankan usahannya
di Kota Malang. Berdasarkan data tersebut perusahaan penyedia jasa pekerja
yang berbadan hukum dari tahun 2008 hingga 2012 berjumlah sebanyak 26
perusahaan sedangkan perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak berbadan
hukum dari tahun 2008 hingga 2012 berjumlah 33 perusahaan. Dengan
banyaknya perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak berbadan hukum di
Kota Malang maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan
Pasal 66 Ayat (3) tidak berjalan efektif dan sebagaimana mestinya.
Berikut merupakan daftar perushaaan penyedia jasa pekerja dari tahun
2008 hingga 2012 yang berbadan hukum serta memiliki ijin operasional dari
Dinas Ketenakerjaan dan Sosial Kota Malang.
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Tabel 2.1
DAFTAR PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA /BURUH YANG MENGAJUKAN





























































































































































































Sumber : Data Primer, diolah 2012
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Berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh perusahaan penyedia
jasa pekerja outsourcing Kota Malang tahun 2008 hingga 2012 dapat diketahui
bahwa seluruh jumlah perusahaan penyedia jasa pekerja outosurcing yang
berbentuk sebagai Perseroan Terbatas maupun Koperasi berjumlah sebanyak 24
perusahaan, dari setiap perusahaan tersebut tidak hanya terdiri dari satu macam
usaha yang dijalankan sebagai penyedia jasa pekerja. Perusahaan-perusahaan
tersebut memiliki usaha penyedia jasa pekerja outsourcing dalam bidang
keamanan, cleaning service, sopir, office boy, serta pencatat meter listrik.
Perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang berbadan hukum
baik Perseroan Terbatas maupun Koperasi untuk dapat menjalankan usaha
sebagai penyedia jasa pekerja outsourcing harus memiliki ijin operasional dari
Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. Syarat utama agar perusahaan
dapat memiliki ijin operasional yaitu harus berbentuk sebagai badan hukum
sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Semua perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing di Kota Malang
tidak semuanya beroperasi atau menjalankan usaha sebagai penyedia jasa
pekerja dalam bentuk sebagai badan hukum dalam hal ini berbentuk sebagai CV.
Berdasarkan data masuk sementara yang dihimpun dari Dinas Ketenagakerjaan
dan Sosial pada tahun 2008 sampai 2012 terdapat 33 perusahaan penyedia jasa
outsourcing yang menjalankan usahanya tidak sebagai badan hukum. Data-data
mengenai perusahaan penyedia jasa outsourcing yang tidak berbadan hukum
dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 3.1
DAFTAR PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA YANG TIDAK BERBADAN
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Sumber: Data Primer, diolah 2012
Berdasarkan data-data tersebut maka di Kota Malang masih banyak
terdapat perusahaan-perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang tidak
berbadan hukum serta tidak memiliki ijin operasional dari Dinas Ketenagakerjaan
dan Sosial Kota Malang.
Perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang tidak berbadan
hukum tersebut memiliki bidang usaha dalam penyedia jasa pekerja dalam
bentuk pekerjaan seperti jasa keamanan serta cleaning servis. Perusahaan
tersebut diketahui melakukan pelanggaran terhadap pasal 66 ayat 3
Undang-Undang Ketenagakerjaan berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh
Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial. Pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial
dalam mengawasi serta memeriksa perusahaan-perusahaan penyedia jasa
pekerja outsourcing yang melakukan pelanggaran berasal dari pengaduan dari
masyarakat . Dari data tahun 2008 hingga 2012 diketahui terdapat 33
perusahaan penyedia jasa outsourcing yang tidak berbadan hukum melakukan
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bidang usaha dalam penyedia jasa pekerja.
Dari data-data mengenai perusahaan penyedia jasa pekerja yang
berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas maupun Koperasi serta
perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang tidak berbadan hukum
dalam bentuk VC atau perseroan komanditer. Dari perusahaan-perusahaan
tersebut dapat diambil beberapa contoh berdasarkan dari Dinas Ketenagakerjaan
dan Sosial Kota Malang antara lain :
1. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Outosurcing Berbentuk Badan
Hukum
a. Perseroan Terbatas (PT)
1). PT. Sumber Awan Abadi
TABEL 4.1
DATA PT. SUMBER AWAN ABADI
NAMA PERUSAHAAN DATA PERUSAHAAN
PT. SUMBER AWAN ABADI JUMLAH PEKERJA :
16 Pekerja
JENIS USAHA :
usaha dalam bidang jasa keamanan dan jasa
pemberdayaan manusia (outsourcing)
ALAMAT :
Pondok Blimbing Indah E4-4 Malang
Pengesahan Badan Hukum :
Nomor AHU-56169.AH.01.01 Tahhun 2010
Ijin Operasional Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial
Kota Malang :
Nomor : 586/653/35.73.312/2011
Sumber : Data Primer. Diolah 2012
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa PT.
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Sumber Awan Abadi yang beralamat di Pondok Blimbing Indah E4-4
Malang memiliki pekerja sebanyak 16 orang merupakan perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing yang berbadan hukum dan bersbentuk
sebagai Perseroan Terbatas dan didirikan oleh seorang Notaris
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:
AHU-56169.AH.01.01. Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum
Perseroan serta sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing
harus memiliki ijin operasional dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial
Kota Malang yaitu Nomor: 568/653/35.73.312/2011.
2). PT. Median Utama
TABEL 5.1
DATA PT. MEDIAN UTAMA
NAMA PERUSAHAAN DATA PERUSAHAAN
PT. MEDIAN UTAMA Jumlah Pekerja :
7 Pekerja
Jenis Usaha :
Cleaning service, jasa pelatihan pendidikan
Alamat :
Jl. Kalimasada No. 11 Malang
Pengesahan Badan Hukum :
Nomor : C-05473.HT.0101 Tahun 2005
Ijin Operasional Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial
Kota Malang :
Nomor : 568/1285/35.73.312/2011
Sumber : Data Primer, diolah 2012
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa PT.
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Median Utama yang beralamat di Jalan Kalimasada No. 11 Malang
memiliki pekerja sebanyak 7 orang dan memiliki jenis usaha cleaning
service dan jasa pelatihan pendidikan merupakan perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing yang berbadan hukum dan
berbentuk sebagai Perseroan Terbatas dan didirikan oleh seorang
Notaris berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor: C-05473.AH.01.01. Tahun 2005 Tentang Pengesahan
Badan Hukum Perseroan serta sebagai perusahaan penyedia jasa
pekerja outsourcing harus memiliki ijin operasional dari Dinas
Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang yaitu Nomor:
568/1285/35.73.312/2011.
b. Koperasi
1). Koperasi PUSKOP Pernets Jatim
TABEL 6.1
DATA KOPERASI PUSKOP PERNETS JATIM
NAMA PERUSAHAAN DATA PERUSAHAAN






Pengesahan Badan Hukum :
Nomor : 518/PAD/BH/07/103/2003
Ijin Operasional Dinas Ketenagakerjaan
dan Sosial Kota Malang :
Sumber : Data Primer, Diolah 2012
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Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Koperasi
PUSKOP Pernets Jatim yang beralamat di Jalan Industri Timur No. 11
Malang memiliki pekerja sebanyak 15 orang dan memiliki jenis usaha
jasa keamanan merupakan perusahaan penyedia jasa pekerja
outsourcing yang berbadan hukum dan berbentuk sebagai Perseroan
Terbatas dan didirikan melalui akta yang dibuat oleh seorang Notaris
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan USaha
Kecil dan Menegah Republik Indonesia Nomor:
518/PAD/BH/07/103/2003 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Badan
Hukum Koperasi serta sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja
outsourcing harus memiliki ijin operasional dari Dinas
Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang yaitu Nomor:
568/28/35/73.312/2011.
2). Koperasi Primkopar Biro Perencanaan dan Pengembangan
Perusahaan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur
TABEL 7.1
DATA KOPERASI PRIMKOPAR










Jasa transportasi dan tata usaha
Alamat :
Jl. Kawi No. 9 Malang
Pengesahan Badan Hukum :
Nomor :1312/PAD/KWK.13/V/1998






FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN
PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
PEKERJA OUTSOURCING PADA NOTARIS
4.1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Outsourcing Pada Notaris
Terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam
pelaksanaan pembuatan akta pendirian perusahaan penyedia jasa outsourcing
pada notaris di Kota Malang dapat disebutlkan sebagai berikut :
a. Biaya
Perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing dalam
pendirian perusahaan harus berdasarkan pada Pasal 66 ayat 3 yakni
perusahaan penyedia jasa pekerja harus berbentuk badan hukum serta
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memiliki ijin operasional dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota
Malang. Pada kenyataannya masih banyak perusahaan outsourcing
yang melakukan usaha sebagai penyedia jasa pekerja tetapi belum atau
tidak dalam bentuk perusahaan sebagai badan hukum. Perusahaan
penyedia jasa pekerja yang tidak berbadan hukum merasa bahwa untuk
menjadi perusahaan yang berbadan hukum memerlukan biaya yang
mahal terutama dalam pembuatan akta pendirian pada notaris serta
untuk menjadi badan hukum memerlukan modal awal perusahaan
yang cukup besar. Untuk mengatasi biaya yang besar perusahaan
penyedia jasa pekerja mengambil jalan keluar dengan mendirikan
perusahaan yang tidak berbadan hukum.
“Di Kota Malang masih banyak terdapat perusahaan
penyedia jasa yang tidak berbadan hukum yang
seharusnya oleh undang-undang tidak diperbolehkan.
Perusahaan tersebut sebetulnya ingin membuatka
pendirian sebagai badn hukum tetapi selalu terkendala
oleh masalah biaya pendirian yang cukup mahal
sehingga mau tidak mau mereka menjalankan usaha
sebagai penyedia jasa tanpa bentuk sebagai badan
hukum”.13
b. Jenis Usaha yang dapat dilakukan Outsourcing
Dalam jenis pekerjaan yang dapat dilakukan outsourcing harus
sesuai dengan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yakni
harus bahwa pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja harus
digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan usaha yang
tidak langsung berhubungan dengan proses produksi.
Perusahaan penyedia jasa pekerja outsouricng banyak
mengeluhkan mengenai bidang usaha atau jenis pekerjaan yang dapat
13 Op, Cit Retno Kristiarti
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dioutsourcing tidaklah banyak sehingga perusahaan penyedia jasa lebih
memilih untuk untuk tidak berbadan hukum agar mereka tidak
mendapatkan pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan serta dapat
menggunakan pekerja untuk dipekerjakan kepad perusahaan pemberi
pekerja untuk pekerjaan pokok maupun tidak pokok untuk dilakukan
outosurcing.
“Hal yang kami dikeluhkan dari pegawai pengawas
ternyata banyak perusahaan outsourcing yang tidak
memiliki badan hukum serta tidak memiliki ijin dari kami
Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang yaitu melakukan
pekerjaan-pekerjaan pokok untuk dioutsourcingkan, lebih
parah lagi bahwa perusahaan pemnberi kerja juga tidak
memepermasalahkan hal tersebut bahkan ikut serta
mendukung hal tersebut”. 14
4.2 Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembuatan akta Pendirian
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Outsurcing pada Notaris
Terdapat beberapa faktor pendukung yang mendorong berjalannya
pelaksanaan pembuatan akta pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja
outsourcing pada notaris antara lain yaitu :
a. Perusahaan Pemberi Kerja
Dengan pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing
secara badan hukum maka perusahaan penyedia jasa pekerja
outsourcing mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia untuk menjadi perusahaan yang berbadan hukum serta
mendapatkan ijin operasional dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial
Kota Malang, perusahaan tersebut dapat melakukan kontrak atau
14 Wawancara dengan Heri Purwanto, pegawai pengawas tanggal 27 Juli 2012
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perjanjian dengan perusahaan pemberi kerja yang resmi sehingga dapat
menguntungkan kedua belah pihak baik perusahaan penyedia jasa
maupun perusahaan pemberi kerja.
“Dengan adanya ijin operasional perusahaan penyedia jasa
dapat melakukan perjanjian kerja atau kontrak resmi dengan
perusahaan pemberi jasa yang resmi pula sehingga hal ini
dapat menguntungkan kedua belah pihak baik perusahan
penyedia jasa yang dapat melakukan usahanya dengan aman
serta perusahaan pemberi kerja yang dapat memperkerjakan
pekerja dari perusahaan penyedia jasa dengan
sebaik-baiknya.”15
b. Hak-hak pekerja
Dengan perusahaan penyedia jasa pekerja yang berbadan
hukum maka pemenuhan hak-hak pekerja terhadap upah,
kesejahteraan, syarat-syarat kerja, será perselisihan yang timbul
dan menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja
menjadi terlindungi karena dengan berbadan hukum perusahaan
penyedia jasa pekerja mendapatkan penagwasan dari Dinas
Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang dan juga mendapatka ijin
operasional sehingga dapat menjamin pemenuihan hak-hak pekerja
pada perusahaan penyedia jasa pekerja.
15 Op.Cit Retno Kristiarti
97
BAB V
UPAYA MENGEFEKTIFKAN PELAKSANAAN PEMBUATAN
AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA
OUTSOURCING YANG BERBADAN HUKUM PADA NOTARIS
5.1 Upaya Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial mengefektifkan
Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan
Penyedia Jasa Pekerja Outsourcing yang Berbadan Hukum
Pada Notaris
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota
Malang untuk mengefektifkan pelaksanaan pembuatan akta pendirian
perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yaitu denganmelakukan tindakan
pengawasan terhadap perusahaan penyedia jasa pekerja. Ada dua macam
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pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial
Kota Malang diantaranya adalah :
1. Pengawasan Secara Preventif
Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan
dan Sosial Kota Malang dengan mempertimbangkan kecenderungan-
kecenderungan yang ada dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan
oleh perusahaan penyedia jasa pekerja dengan melakukan pengawasan
preventif yaitu mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan pengarahan
kepada pihak perusahaan dan pihak pekerja melalui fórum bersama,
ketika terjadi suatu pelanggaran di perusahaan.
Langkah pembinaan dilakukan dengan melakukan kesepakatan
antara pihak pengusaha dengan pekerja yang didalamnya memuat aturan
yang mengikat antara pihak buruh dengan pihak pengusaha di bidang
ketenagakerjaan, terutama dalam bidang penyedia jasa pekerja. Dalam
pembentukan kesepakatan tersebut pihak pegawai Dinas
Ketenagakerjaan Kota Malang berposisi sebagai penengah yang harus
dapat memberikan langkah yang dapat menguntungkan kedua belah
pihak.
“Pengawasan secara preventif dilakukan dengan cara melalui
penyuluhan-penyuluhan terhadap perusahaan-perusahaan yang
dinyatakan telah melanggar peraturan perundangan
ketenagakerjaan yang memang merugikan pekerja maka
diadakan fórum bersama untuk mendapatkan kesepakatan dari
pihak pengusaha maupun buruh.” 16
2. Pengawasan Secara Represif
Pengawasan secara represif yang dilakukan oleh pihak pengawas
dinas ketenagakerjaan Kota Malang untuk membenahi dan meminimalkan
16 Ibid, Heri Purwanto
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pelanggaran yang dilakukan oleh pihak dalam ketenagakerjaan dalam
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Kota
Malang. Proses pengawasan secara represif dilakukan ketika perusahaan
masih tetap melakukan pelanggaran terhadap peraturan
ketenagakerjaan, dan langkah preventif telah dilakukan.
“Langkah represif dilakukan dengan memberikan nota
pemeriksaan I sampai III dengan harapan perusahaan penyedia
jasa mau menaati anjuran dalam nota tersebut dalam waktu
yang telah ditentukan”. 17
Pengawasan secara represif dapat lebih dijelaskan melalui tabel
sebagai berikut :
TABEL 10.1




1. Nota Pemeriksaan I
(dalam nota pemeriksaan tercantum
jenis pelanggaran dan peraturan
yang dilanggar, dan memberikan
batas waktu untuk memperbaiki
pelanggaran)
2. Nota Pemeriksaan II
3. Nota Pemeriksaan III
Jika melakukan pelanggaran
ketenagakerjaan
Jika tidak menjalankan anjuran
dalam Nota Pemeriksaan I ( masih
melakukan pelanggaran yang
sama)
Jika tidak menjalankan anjuran
dalam Nota Pemeriksaan II (masih
melakukan pelanggaran yang
sama
Sumber : Data Primer, diolah 2012
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penindakan secara
17 Ibid, Heri Purwanto
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represif yang dilakukan dengan mekanisme pemberian nota pemeriksaan
I sampai III. Dalam penindakan tersebut terdapat jangka waktu yang
diberikan oleh pegawai pengawas yang juga harus mempertimbangkan
kondisi dari perusahaan dan jenis pelanggaran yang dilakukan, dalam
Pemberian Nota I, perusahaan diberikan waktu sampai 15 hari untuk
memenuhi nota tersebut, ketika masih tetap melakukan pelanggaran
maka diterbitkan Nota Peringatan II sampai Nota ke III jika perusahaan
tersebut masih melakukan pelanggaran tersebut.
“Nota I sampai dengan Nota III merupakan suatu cara yang harus
ditempuh oleh pegawai pengawas dalam menindak pelanggaran
yang dilakukan pengusaha. Dalam hal ini pekerja juga harus ikut
serta melakukan pemeriksaan sendiri apakah perusahaan tersebut
melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan penyedia jasa
pekerja. Jika terbukti buruh dapat melaporkan kepada Dinas
Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang atau melaporkan melalui
SPSI Kota Malang yang nantinya akan melaporkan kepada kami
agar nantinya dapat langsung kami periksa. Sejauh ini dalam
pelaksanaan Nota I sampai Nota III yang dilakukan oleh Dinas
Ketenagakerjaan Kota Malang dilakukan sesuai dengan aturan yang
berlaku”. 18
5.2 Upaya Notaris Mengefektifkan Pelaksanaan Pembuatan Akta
Pendirian Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Outsourcing
yang Berbadan Hukum pada Notaris
Upaya Notaris dalam mengefektifkan pelaksanaan pembuatan akta
pendirian pada perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yaitu notaris
dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada Pasal 15 ayat 1 Undang-undang
Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yaitu :
18 Ibid, Heri Purwanto
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“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan
untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan
kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak
juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang
lainyang ditetapkan oleh undang-undang”.19
Notaris sebagai pembuat akta otentik dalam menghadapi para pihak
yang menginginkan pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing
yang tidak berbadan hukum dalam hal ini CV, notaris tetap memiliki kewajiban
untuk mendengarkan keinginan dari para pihak untuk mengetahui tujuan dari
pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing tersebut walaupun
pendirian tersebut tidak sebagai badan hukum. Setelah mendengarkan keinginan
dari para pihak maka notaris memberikan saran kepada para pihak agar
perusahaan penyedia jasa sebaiknya membuat akta otentik sebagai perusahaan
yang berbadan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 (e) Undang-Undang
Jabatan Notaris yaitu notaris harus memberiikan penyuluhan hukum sehubungan
dengan pembuatan akta.
“Sebagai Notaris kita harus mendengarkan terlebih dahulu keinginan
dari para pihak mengenai pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja
tersebut , apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maka kita sebagai notaris harus memberikan
penyuluhan hukum terhadap setiap pembuatan pembuatan akta yang
menemui masalah atau jalan buntu”. 20
Dalam menghadapi permasalahan banyaknya perusahaan penyedia jasa
pekerja outsourcing yang tidak berbadan hukum, Notaris hanya dapat berupaya
dengan memberikan solusi atau penyuluhan kepada perusahaan penyedia jasa
yang mendirikan perusahaan dalam bentuk CV tentang pentingnya pendirian
19 Op.Cit Siti Noer Endah
20 Op.Cit Siti Noer Endah
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perusahaan terutama perusahaan penyedia jasa pekerja dengan akta otentik.
Dasar hukum dari akta notaris bersumber pada pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, yaitu notaris dijadikan sebagai
pejabat umum sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya
tersebut memperoleh sifat akta otentik. Hal inisesuai dengan Pasal 1868
KUHPerdata yang menyatakan suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam
bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat.
“Dengan dibuat secara otentik maka keuntungan dari pendirian
perusahaan tersebut sudah jelas, selain memiliki penetapan badan
hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga bagi
perusahaan outsourcing dapat menjalankan usaha kegiatannya secara
resmi karena mendapatkan terdaftar serta mendapatkan ijin
operasional dari Dinas Ketenagakerjaan”. 21
Pada pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja menggunakan akta
otentik yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) yang
menyatakan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja merupakan perusahaan
yang berbadan hukum. Akta otentik sendiri merupakan alat bukti yang
sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Ia
memberikan diantaranya para pihak termasuk ahli warisnya atau orang yang
mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang
diperkuat atau dinyatakan dalam akta ini. Ini berarti mempunyai kekuatan bukti
sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga
tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi Hakim itu merupakan suatu kewajiban.
Dengan demikian barangsiapa yang menyatakan bahwa otentik itu palsu, maka
21 Wawancara dengan Erna Erawati SH, M.kn Notaris Kota Malang tanggal 2 Agustus
2012
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ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Oleh karena itu akta otentik
memiliki kekuatan pembuktian, baik lahiriah, formil, maupun materiil.
Notaris sebagai pembuat akta otentik diwajibkan untuk
memberitahukan kepada pendiri perusahaan terutama perusahaan
penyedia jasa pekerja outsouricng bahwa dengan pendirian perusahaan
dibuat dengan akta otentik maka perusahaan tersebut memiliki kekuatan
hukum. Kekuatan hukum dalam akta otentik yaitu salah satunya adalah
memiliki kekuatan pembuktian. Dalam akta notaris terdapat tiga macam
akta pembuktian, yaitu sebagai berikut :
1. Kekuatan pembuktian lahiriah (uitvendige bewijskracht), ialah
syarat-syarat formal yang diperlukan agar suapya akta notaris
dapat berlaku sebagai kata otentik
2. Kekuatan pembuktian formal (formate bewijskracht), ialah
kepastian bahwa suatu kejadian dan akta tersebut dalam akta
betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh
pihak-pihak yang menghadap
3. Kekuatan pembuktian materiil (materiil bewijskracht), ialah
kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu
merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang
membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku
untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.22
Tiap-tiap akta notaris dapat dinilai sampai dengan kekuatan
pembuktiannya dan bagaimana perbandingan dari kekuatan pembuktian yang
tersimpul didalamnya, di sini akta notaris akan menjadi persoalan apabila obyek
yang dimuat dalam akta tersebut disengketakan.
Diharapkan dengan upaya notaris dalam mengefektifkan pelaksanaan
pembuatan akta pendirian perusahaan melaui penyuluhan kepada para pihak
yang ingin mendirikan perusahaan penyedia jasa pekerja dapat menegakkan
Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
22 Ibid, Erna Erawati
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tentang perusahaan penyedia jas pekerja yang mewajibkan berbentuk sebagai
badan hukum sehingga dapat menjadi efektif dari pelaksanaan dari pembuatan
akta pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing pada notaris.
Menurut peneliti upaya dari Dinas Ketenagakerjaan dan dari Notaris
dalam mengefektifkan pelaksanaan pembuatan akta pendirian perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing pada notaris berdasarkan salah satu
komponen Teori Efektivitas yaitu faktor penegak hukum yang memang sudah
berupaya untuk menegakkan Pasal 66 ayat (3) Udang-Undang Ketenagakerjaan
tetapi masih belum diimbangi dengan faktor dari masyarakat yakni perusahaan
penyedia jasa pekerja yang pada kenyataannya menyimpang dari Pasal 66 ayat
(3) tersebut mengakibatkan pasal tersebut menjadi tidak efektif. Selain itu
berdasarkan Teori Badan Hukum bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja harus
berbentuk sebagai badan hukum karena sebagai badan hukum dengan
mendiriakn perusahaan pada Notaris perusahaan penyedia jasa pekerja dapat
memiliki ijin operasional dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial sehingga dapat
menjadi perusahaan penyedia jasa yang berbadan hukum serta memiliki ijin





1. Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerjan Outsourcing terdapat beberapa hambatan-hambatan dari
Penyedia Jasa Pekerja. Beberapa Faktor-faktor penghambat itu adalah
sebagai berikut :
a. Alasan-alasan mengapa perusahaan penyedia jasa pekerja tidak
membuatkan akta pendirian pada notaris yakni dari segi biaya. Dalam
pembuatan akta pendirian perusahaan pada notaris memang
dibutuhkan biaya yang cukup besar, selain itu biaya untuk mendiriak
perusahaan yang berbadan hukum baik sebagai perseroan terbatas
maupun koperasi membutuhkan modal yang tidak sedikit. Dengan
alasan banyaknya biaya maka perusahaan peneydia jasa pekerja
106
outsourcing lebih memilih untuk mendirikan perusahaan sebagai CV
tentu saja hal inin melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-
Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yakni perusahaan
penyedia jasa pekerja harus benbentuk sebagai badan hukum serta
memiliki ijin operasional dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial.
Selanjutnya yang menjadi hambatan adalah pekerjaan yang dapat
dikenakan sebagai obyek dari outsourcing. Dengan bentuk
perusahaan penyedia jasa sebagai CV maka perusahaan tersebut
dapat lepas aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang
mengharuskan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan outsourcing
ialah bukan pekerjaan-pekerjaan inti, sehingga perusahaan penyedia
jasa pekerja dalam bentuk CV dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan
inti sebagai obyek outsourcing. Dalam Pasal 66 ayat (1) pekerja dari
perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh digunakan oleh
pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan
yang berhubungan langsung dengan proses produksi.
Hambatan selanjutnya yaitu dari upah yang dapat dibayarkan kepada
pekerja. Dengan perusahaan penyedia jasa pekerja outsouricng
sebagai bentuk CV maka perusahaan dapat membayarkan upah
pekerja dibawah UMK (Upah Mínimum Kota) karena dengan
berbentuk CV perusahaan merasa tidak perlu lagi teikat dengan
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perusahaan penyedia jasa pekerja
tidak diperbolehkan membayar upah dibawah UMK (Upah Minimum
Kota) sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat
(1) yaitu Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah
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mínimum. Jika hal ini dilanggar oleh perusahaan maka dapat
dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang
Ketenagakerjaan Pasal 185 ayat (1) Dikenakan sanksi pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) serta denda
paling sedikit Rp. 100.000.000 dan paling banyak Rp. 400.000.000.
2. Tanggung jawab dari perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak
memiliki akta pendirian sebagai badan hukum terhadap pekerja
outsourcing yaitu berdasarkan Pasal 65 ayat (8) yaitu status hubungan
kerja pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja beralih menjadi
hubungan kerja pekerja dengan perusahaan pemberi kerja, hal ini
dilakukan agar pekerja tetap terlindungi dari segi hak-hak mereka serta
kesejateraan dari pekerja itu sendiri.
Selain itu perusahaaan penyedia jasa pekerja yang tidak berbadan
hukum harus membuatkan akta pendirian perusahaan sebagai badan
hukum agar perusahaan tersebut dapat mendaftarkan ijn operasional
kepada Dinas Ketenagakerjaan dan sosial sehingga dapat menjadi
perusahaan penyedia jasa yang bernadan hukum serta resmi sebagai
perusahaan penyedia jasa pekerja. Dan juga dengan sebagai badan
hukum maka hak-hak pekerja serta kesejahteraan pekerja menjadi
semakin terlindungi dan juga didukung adanya pengawasan oleh Dinas
Ketenagakerjaan dan Sosial yang selalu mengawasi jika terjadi
pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak buruk dalam perusahaan
terutama perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing.
Menurut análisis dari Teori Tanggung Jawab Hukum oleh Hans Kelsen,
berdasarkan teori Tanggung Jawab Hukum pihak yang diharuskan
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bertanggung jawab yakni perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak
berbadan hukum karena perusahaan penyedia jasa yang tidak berbadan
hukum termasuk dalam pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan
yang berarti bahwa seeorang individu bertanggung jawab atas
pelanggaran yang dilakukannya karena karena sengaja dan diperkirakan
dengan tujuan menimbulkan kerugian. Kerugian dalam hal ini adalah
para pekerja perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak berbadan
hukum karena tidak ada jaminan terhadap hak-hak serta kesejahteraan
mereka
3. Upaya mengefektifkan pelaksanaan pembuatan akta pendirian
perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing pada notaris adalah
sebagai berikut :
a. Upaya dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang dalam
mengefektifkan pelaksanaan pembuatan akta pendirian perusahaan
penyedia jasa pekerja outsourcing pada notaris yaitu dengan
melakukan Pengawasan secara Preventif maupun Represif.
Pengawasan secara Preventif dilakukan apabila terjadi pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan perusahaan tertuama perusahaan
penyedia jasa pekerja dengan melakukan penyuluhan-
penyuluhansecara berkala kepada pihak perusahaan maupun
kepada pihak buruh untuk mencegah terjadinya pelanggaran-
pelanggaran berikutnya. Pengawasan secara represif yaitu dengan
memberikan Nota Pemeriksaaan dari Nota I sampai dengan III
kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-
Undang Ketenagakerjaan.
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b. Upaya dari Notaris dalam mengefektifkan pelaksanaan pembuatan
akta pendirian perusahaanpenyedia jasa pekerja outosuricng yakni
dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap para
pihak yang membuat akta pendirian perusahaan penyedia jasa
pekerja dalam bentuk CV untuk menganjurkan agar perusahaan
dibuat sebagai badan hukum dengan kata otentik. Serta
memberikan penyuluhan mengenai pentingnya kekuatan hukum
dari sebuah akta otentik karena akta otentik memiliki pembuktian
yang sempurna dan memiliki pembuktian secara lahiriah ,formal dan
materiil.
Menurut peneliti upaya dari Dinas Ketenagakerjaan dan dari Notaris
dalam mengefektifkan pelaksanaan pembuatan akta pendirian
perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing pada notaris
berdasarkan salah satu komponen Teori Efektivitas yaitu faktor
penegak hukum yang memang sudah berupaya untuk menegakkan
Pasal 66 ayat (3) Udang-Undang Ketenagakerjaan tetapi masih belum
diimbangi dengan faktor dari masyarakat yakni perusahaan penyedia
jasa pekerja yang pada kenyataannya menyimpang dari Pasal 66 ayat
(3) tersebut mengakibatkan pasal tersebut menjadi tidak efektif.
6.2 Saran
1. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang sudah berupaya untuk
melakukan pengawasan perusahaan penyedia jasa pekerja untuk
meminimalkan perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak berbadan
hukum di kota Malang. Tetapi sebaiknya pemerintah melakukan revisi
terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi
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kepada perusahaan-perusahaan penyedia jasa yangtidak berbadan
hukum agar pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan menjadi lebih
efektif.
2. Sebaiknya INI (Ikatan Notaris Indonesia) Kota Malang memberikan
penyuluhan-penyuluhan hukum kepada Notaris di Kota Malang tentang
pentingnya badan hukum bagi perusahaan penyedia jasa pekerja di kota
Malang agar Notaris dapat ikut serta menegakkan Pasal 66 ayat (3)
Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3. Adanya MoU atau perjanjian kerjasama antara Dinas Ketenagakerjaan
dan Sosial serta INI (Ikatan Notaris Indonesia) untuk mengatasi
pendirian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing yang tidak
berbadan hukum agar dapat berjalan dengan lebih efektif.
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